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This research ains lo seek beller understanditg on lhe empoterment of the pubtic relations
offce fo ovtug the resh'ucturi g cohducted b, Jakarta Cit! Administution. Involving 1l
respondents, the researchutilizes qualitativereseatch melhorlwith ca.se stud! apprcach.
The backgrcund issues i the rcsearch arc asfollowed: (1) Wy the role and l nction ofpub lic relations
offce at Jakarta Adninistration renain insignilicant regardless of the restructurtug; (2) What the
public relatiotls oflice's role andfunctionare in the attempts to empoh'erpublic relationsfollowing the
restructuring; and (3) Ilhat the idealpaltenofthe empo\eermefi ofgorernment public relations offrce
at Jokarta City Adninistralion is.
me research shows that (1) The rcstructuring has been quite efrcienl, b the public rclations
ofrice has jet to be effective in promoting Goyernor's policies; (2) Folloi,ting the rcstructuring, the
public relations offce hos yet to be enpowered optimally and is consdered wedk in carrying o t its
lasks and fukction. The y,'eakness $,as attributed to, frst, the complicoted problems and
otBanizational slructure at lhe Adminislration, as well as the ego ofdifferekl insitutions. Second, the
slow sewice in proriding public infarmation due to the lo\r pace of coardi ation between offces.
Public relations olJicers do not hNe lheJilt authorit) to dictale the Governor relaled to this public
inage. Ihird, publicrehions is still posilionedas lechnical support, instead ofmanagerialor strategic
position; (3) The Gowrnor has high commitment in supporting public relatiohs'sJunctioh. Itisupto
the public relations offce itself to ihplement it well; (4) The quality of human resourcs is subject to
improvemenl lhrough training or educaliotr ; (5) Public relations budgel is still modesl; and (6.) The




Sebagai langkah awal untut melaksanakaD
komitrnen membangun tata kelola pemedntahan
yang baik. drlakukan pembaharuan frelorma\i
birokasi) pemerintalan daerah dengan penataan
organi<dsi pemerinlahan daerah )ang ramping
stmktu namun kaya fungsi, agar pemedntahan
Iebih efisien dan efektil dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.
Biro Humas dan Protokol adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang termasuk dalam
penataan organisasi di Pemprov DId Jakarta.
Sebelum ieorganisasi dan berdasarkan Perda no,
3 tahun 2001, humas berada pada Biro Hlunas
dan Protokol. Setelah reorganisasi, Humas
digabungkan dengan Kantor Pengelola
Teknologi Informasi (KPTI), dan Dinas
Perhubungar (Bidang POS dar Telekomunikasi)
menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Kehumasan (Diskominfomas)- Sesuai Pergxb
no.88 tahun 2009, Diskominfomas dibentukagar
firngsi kehumasan dapat di alankar secara efektif
karena adanya perampingan struktur dan
berdampak pada pengurangan bagian, junlah
jaba tan  ese lon  t i ga  dan  empa t ,  se r ta
berkurangnya jumlah SDM kehumasan seperli
terlihat pada tabel 1 .2 beikut:
Ttb€l1.
Struklur EunN ScbehE Reorga ss|t (alro Eun$&Prolokol)
du Seteld R.orgrrkrtl
(Dlnas Konunikdsi Inlornntikr dm l<enumsr)
Tabel L menggambarkan perubahan yang
cukup signifikan bagi organisasi kehumasan
karena beberapa sub bagian di Bagian Data dan
Infomasi (Subbag Pengumpulan Olah Data dan
Inforrnasi, Kepustakaan dan Informasi Daerah,
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Media Tercetak dan Media Mayantam) dilebu ke
dalam Bidang Infonrasi Publik.
Secara f-aktual, reorganisasi humas di
Pemprov DKI Jakarta hanya memusatka!
p€ ramp ingan  pada  s t r uk tu  r ,  be lu rn
memberdayakan  seca ra  k  e  s  e lu ruha r
profesionalisme kehumasan atau peningkata!
kualitas SDM kehumasan. Padahal, Depdagri
(2000:23) mengemukakan bahwa irngsi Humas
dalam peiaksanaan otonomi daerah adalah
rnasalah pemberdayaan Humas. Pemberdayaan
yang berakitan dengan penataan ulang organ$asi
kehumasan tclah dijalantan dengan baik karena
pertdma, hr\mas telah berada pada level
\ed r rasan .  t ed ra .  bumas  Incmr l i k i  ga r i .
komando kepada wilayah-wilayah atau walikot€
karena di masing-masing wilayah terdapat 'kaki
humas, yaitu Suku Dinas Kominfomas, tr€tlg,
humas telah memiliki junr bicara yang diangkal
langsung oleh Gubemur.
Namun pemberdayaan terkait pelayanan
infomasi publik oleh humas Pemprov DKI
masih belum dijalar (an secara maksimal. Is!
negatif dan kesimpangsiuran itlonnasi tentane
program dan kebijakan Pemprov DI<] Jakarta
seringkali mengemuka di media massa bail
media cetak, elektronik, bahkan social tnedid.
Humas belum memiliki early warning system
dalam merespon isu negatif dan 'gempuran
pemberitaan yang menurunkan citra Pempro\'
DKI Jakarta. Sementara pemberdayaan dan
kompclcnsr pcmerinr"h daerai dalam menangani
inlomasi publik, sangat djtentukan oleh kualitas
dan kompetensi humas pemerintah. Berdasarkan
pengamatan penulis di lapangan, kondisi
lemahnya kuali tas SDM kehumasan di
Diskominfomas juga nelengkapi lemahlya
pemahaman dan pengalaman pimpinan lentang
kehumasan. Pimpinan humas yang ditempatkan
di Diskominfomas adalah individu yang tidak
faham dan meniiwai bidang humas.
Pemberdayaan  pe ran  humas  pasca
reorganisasj yang paling signifikan adalab
penun jukkan  seo rang  j u ru  b i ca ra  d i
Diskominfomas. Di era Biro Humas dan
Protokol, posisi humas selama dua p€riode
Gubemur Sutiyoso sangat 'tidak berdaya' ,
perannya suli l  -nhrl dimak.imalkan. DisampinC
keterbatasan kemampuaD SDM kehumasan yang
ada di Biro Humaq dan Protokol. hal rnr juga
disebabkan karena pimpinan daerah sangal
mencitrakau drinya sebagai public f.gure dan
tidak membutnhkan humas untuk tampil' di
depan publik dalam penyampaian infomlasi
program dan kebijakan Pemprov DKI Jakanr.
Pemberdayaan posisi humas melalui
pengangl,aran Juru bicars. menjadikan bagian
Blo IIun$ dnr lrotokol
Db$ Komudk.d Idornldkr
I. Br3ld drb d& ldormrd
lPengupnla!ohndab&
r. Aska & noribins k.btsrm
? Kajsmr nedtu nds
m, Brglrn non Mdl. M.r.
1 s.kri maliso & ftoiihidg
2 skri kchitu & Lc,r$ana
3 $k!i pcnyiapr malfli &
2. scksi lcn.rbibn & ft.dia
humas memiliki kedekatan dengan pimpinan
daerah sekaligus power atar\ keL:uatan untuk
menggali informasi kepada sumber informasi di
masing-masing unit teknis di lingkungan
Pemprov DKI Jakarta.
Pada satu sisi, humas telah memiliki pejabat
cselon tiga yang memiliki kedekatan dcngan lop
mandgeme t. Hal ini berdampak baik dalam
membantu tugas-tugas kehumasan tcrkait akses
karena l'ollirc dengan pimpinan tertinggi telah
terbangun. Namun dampak dari pentiangkatan
juru bicara yang tidak diformalkan melalui
peraturan perundang-undan_san seperti halnya dj
Kepresidenan. membuat Kcpala Diskominlomas
terpinggirkan. Sedianya, humas Pemprov DKI
Jaka f l a  ada ldh  Kepa la  D  skomin fona .  i l u
sendiri. Menuut Kasudin Kominlomas Jakana
Pusal, Yuswil Iswantara, yang telah iama
berkecimpung di humas Pemprov DKI Jakafia,
juru bicam belum menjadi juru bicara Pemprov
DKI, tapi hanya 'menjurubicarai' Gubemur.
Padahal. j ika perannya -ebdpd: JUru bicarf l
Pemprov DKI Jakafla dijalankan, pelayanan
informasi dan penyebaran program scrta
Lebij akan pemerintah daerah akan denganmudah
disampaikan hingga tingkat wilayal, kecamatan,
dan kcluahan.
Pelayanan informasi ke publik hingga ke
tingkat kelurahan adalah salfi salu amanat yang
terkandung dalam Peraturan Daerah Nomor I
TahLrn2008 bahwapcnyelenggaraanurusan
Komunikasi dan Infomatika yang diarahkan
unluk:
1. Menerapkan kaidah good garernance pada
penyelenggaraan urLrsan Komunikasi dan
Infonnatika.
Meningka&an kapasitas penyelenggaraan
urusan Komunikasi dan Inlomatika.
2. Meoerapkan kebijakan Komunikasi dan
lnlormatika yang menyeluruh, teryadu dan
merupakan solusi terhadap masalah kota.
3. Menerapkan ieknologi infomasi untuk
semua tingkatan pemeril,tah (e - ga w r nmenl\
yang dimulai dengan proscs pcrencanaani
penganggaran, pengadaan barang, scrta
pengawasan,
4. Meningkatkancitraposirifpcmcrintah.
5. Melakukan pcmisahan fungsi regulator dari
fungsi operator dalamurusan I fomatika.
6. Menyediakan informasi pembangungan dan
pelayanan publikberbasis ntemet.
7. Melaksanakan pelayanan perijinan berbasis
intemet
8. \4engembangkan Lapa(iI"c dan kinerjd
jaringan system infomasi sampaike tingkal
kelurahan.
9. Meningkatkan peran masyarakat dan
komun i t as  p ro l ess iona l  da lam
penyelenggaEan urusan Komunikasi dan
lnfonnatika.
10. Memenuhi Standar Pelayaran Minimum
(SPM) lainnya urusan wajib Komunikasi
dan Informatika.
Pembcrdayaan humas tcrkait pelayanan
informasi hingga ke tingkal kelurahan masih
tcrhambat olch adanya garis koordinasi yan_s
belum.jelas. Sebelun sanpai ke kelurahan,
koordinasi anlara pusat (Provinsi) dengan
wilayah (['alikota) pun masih terhambat. jauh
da-ri harapan membangun sistem hingga ke
tingkat kelurahan. Di uilayah (walikota), dinas
nemiliki 'kaki' yang disebut Suku Djnas (Sudin)
Kominfomas yang salah satu fungsinya adalah
humas. walikota lah yang menugaskan Sudin
secara langsung terkait masalah kehumasan,
bukan melalui Dinas. Tidak ada garis kooldmasr
diantara keduanya. Hal ini berpengaruh terhadap
pelaksanaan program kehumasan dimana
kebijakan pimpinan daerah (Gubemur) yang
seharusnya disebarkan oleh Dinas ke wilayah
melalui Sudin, lidak dapat dilakukan. Schingga
Su[-u Din". dr urla)ah t idal dapat berfung.r
secara elcktif lncngawal' kcbijakan Gubemrr.
Disamping taktor koordinasi, humas masih
kcsuliian dalam melakukan penyebaran progmm
d"n kebrjJa- P<rnpro\ DKI Jakala. 5cbrg-i
penyebar informasi proglam dan kebijakan
Pcmprcv DKI Jakarta, humas membuhrbkan
dinas teknis sebagai pemilik data teknis. Untuk
mendapatkan inlbrmasi tersebut, humas
memerlukan wakhr yang tidak singkat. Tidak
nudah bagi humas urtuk mengemas serta
melakukan diseminasi intbnnasi kepada publik
lerkait program dan kebijakan Pemprov DKI
Jaka r ta  sch ingga  yang  te r j ad i  ada lah
keterlambatan dan ujungnya adalah humas tidak
dipandang baik oleh pimpinannya sendiri apalagi
olehpublik. Mulai dari era Biro Humas Protokol
hingga menjadi Diskominfomas, permintaan
humas kcpada para unit teknis untuk sebua!
iniomasi atau data yang dibutuhtan oleh publik
sangat sulit.. Kondisi lambalnya respon dad
dinas tekds akan mcnimbulkan infomasi yang
dikemas oleh humas kepada masyamkat tidak
utuh dibeikan sehingga masyarakat sendii akan
Lxrang pemahaman sefia panisipasinya terhadap
informasi dan kebij akan Pemedntah DKI Jakarta.
Respon yang cukup lama dari dinas teknis
terkait infonnasi yang dibuhrhkan oleh priblik
m€rupakan sesuatu yang konhakdiktif dengan
upaya Diskorlinfomas Pemprov DKI Jakafia
dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan
yang lebih baik sehingga pelayanan publik
mela lu i  t ugas - tugas  kchumasan  dapa t
d i t i ngka tkan .  Ha l  i n i  sesua i  dcngan
pemyataan Tenz dan YconMn (2006:173) bahwa
kondisi yang tidak menguntungkan pada sctiap
lacal government alau pemerintah daerah adalah
mininnya pemahamao publik terhadap rogram
dan kebijakan pemeintah dacrah itu sendid.
Meskipun kondisi yang mereka nyatakan adalah
p da local govenment di negara Ingg s, namun
tantangan kebeftdaan Public Relatians p^da
lembaga pemerinrah di ncgara manapun \a'npir
sama, salah satu yarg dominan adalah tentang
kelemahan humas dalam menyebarkan i fonnasl
tentang program dan kebijal€n pemedntah
sehingga publik mcmiliki pemahaman yarg
kurang baik lerhadap informasi tersebut.
Akhimya, tidak terjadi partisipasi publik te ait
program dan kebijakan pemerintah- Oleh karena
itu, pemberdayaan terkait fungsi humas
pemer in rah  .ebaga i  pen )ebar  i n lo rma5 i
kebijakan kepada publik belum dilaksanakan
dengan baik. Mengingat Humas Pemerintah
merupakan alat mana.jemer yang secara
stnrctural merupakan bagian inlegml dari suahr
lelembagaan arau organisasi. maka furg.inya
juga melekat dalam manajemen pemerintah yaitu
menyelenggarakan komunikasi dua arah secara
timbal balik antara organisasi yang diwakili
(pemerintah) dengan publik-
Reorganisasi kehumasan di Diskominfomas
Pemprov DKI Jakarta belum memberdayakan
humas secara utuh. Sejatinya, reorganlsasl
kehumasan di Diskominfomas termasuk di
dalamnya adalah pemberdayaan tentang
profesionalisme kehumasan baik di level staff
maupun pimpinan. Ha1 ini dapal dilakukan
dengan memasukkan materi kehumasan ke
dalam kurilulum diklat yang melaksanakan
proses kenaikan jabatai, penjenjangan a|au
eselonisasi bagi para penyelelggara pemerintah
di Pemprov DKI Jakarta sehingga peJabat
setingkat kepala dinas akan memahami dan
menjiwai tugas-tugas kehumasan di Pemprov
DKI Jakarta. Setelah dua talun mengalami
perubahan dari Biro Humas dan Protokol
menjadi Dinas Kominfomas, humas masih belum
maksimal diberdayakan sebagai lembaga
sfiategis yang berperan untuk menjalankan
fungsi kehumasan dengan baik. Di era
keterbukaan seperti sekarang ini reposisi Humas
Pemer in lah  <dnga l  pcn t i ng  un luk  d i t i nJaJ
kcmbali agar dapat diberdayakan secara optimal.
Menurut Hartono (2007), beberapa
p€rmasalahan yang menadk unhk diteliti dari
konsep pemberdayaan Humas pemerintah
sebagai bagian dari struktur kekuasaan
dimensinya tidak terlepa sdari masa lalu, kinl dan
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mendatang. Pemberdayaan humas di Pemprov
DI<] Jakarta juga memiliki ketcrkaitan dengan
keberadaan sebehurnya di Biro Humas dan
Protokol serta upaya pcmerintah pusat
mereorgdnisa.: .rrukrur yang add sen" Iujuan
ulama untuk pcningkatan pelayanan publik
dalam hal kebutuhan infomasi- Namun,
pemyataan pinpinan daerah yang mencuat d1
media massa adalah bahwa kcbcradaan humas
yang masih dianggap lemah meskipun telah
melalui proses reorganisasi. Gubemur Pemprov
DKJ Jakana fdu., i  Bouo mengal-ui kinela
humas ebagai pelayankebutuhan infomrasi bagi
masyarakal diniiai masih lernah.
Masalah yang mencuat dalam dialog pra
riset serta pengamatan penulis untuk penelitian
ini adalah belum adanya pemberdayaan peran
dan lungsi humas meskipun telah dilakukan
reorganisasi di linglungan Pemprov DKI Jakarta.
Menurut Depad (2004), unluk memperbaiki
Humas Pemedntah agar dapat lebih berdaya guna
dan berhasil guna dalam menjalankan peran dan
fungsinya maka diperlukan pemahaman tentang
beberapa konsep perubahan dan penyempumaan
yang antara lain meliputi ; (1) terminologi, (2)
f i l oso f i ,  ( 3 )  s t ruk tu r  o rgan isas i ,  ( 4 )
profesionalisme, dan (5) Iingkup kerjanya.
Penulis terdorodg untuk mengetahui lebih
dalam mekanisme proses pemb€rdayaan humas
pemedntah serta pola pemberdayaan humas
pcmcdntah pasca rcorganisasi di Pemprov DKI
Jakarta.
2. TujuanPenelithn
l. \4engcl"hLi mekdnrsme peran dan fungci
kehumasan pasca reorganisasi di Dinas
Komunikasi Informatika dan Kehumasa!
2. Mengetahui pola pemberdayaan humas
pemerintah pasca reorganisasi di Dnas




Teori Birokasi Max Weber merupakan salah
satu teori besar dalam perspektif klasik. Selain
itu, terdapat Teori Manajemen Ilniah (Taylor)
dan Penerimaan Kewenangan (Barnard).
Menu ru  t  obse rvas i  bebe rapa  paka r
komunikasi, konscp organisasi ebenamya telah
berkembang cukup lama, yakni mulai abad 20.
Konsep-konsep jnilah yang sekarang dikenal
sebagai teori klasik (classical theory) atau
terkadang beberapa oiang mengenalnya
sebagai teori tradisional. Hingga hari ini, dampat
dari teori klasik pada organisasi masih
mendominasi. Birokrasi adalah kata kxnci ul.rnra
yang dapat menghantarkan kila pada pcmaknaan
p rak t  i k  c l ass i ca l  t heo ry ,  khususnya
Indonesia yang terkcnal dengan ketuwctan
birokasinya yang telah membudaya.
Dalam memahami tcori organisasi klasik,
maka nama besar Wcbcr akan sulit untuk
dilepaskan. Tokoh paradigm interpretatif yang
men jad i  sanga rpopu la r  dcngan  buah
pemrkjrannya. yakni K arakrefl .rk O'grnr. i .r
web€rian (Organisasi Formal). akan selalu
idenlik dengan key$,od 'birokrasi', karcna
memang pada konsepnya tcrdapat konsep
birokrasi yang m€ndetail . Kata birokasi mula-
mula berasal dari kata legal-rasional. Organrsasr
disebut rasional dalam l1al penetapan tujuan dan
perancangan organisa:i unluk mencapai ruJu.1n
tersebut. Menurut Wcbcr. benruk organ.asr
birokratik menipakan bentuk yang paling
efisien. Dalam teorinya, weber mengemukakan
sepuluh (10) ciri organisasi, yaitu:
L Suatu organisasi terdiri dari hubungan-
hubungan  yan  g  d i t e tapkan  an ta ra
jabatan jabatan. Blok-blok bangunan dasar
dari organisasi lormal adalah jabatan-
Jaoatan,
2. Tujuan atau rencana organisasi le agi kc
da lam tugas - l ugas ,  t ugas - t u8as
tersebut disalurkan di antara berba8ai
jabatan sebagai kcwajiban resmi (/db
3. Kewenanganr mclaksanakan kewajiban
drbe r i kan  ken rd . r  j r ba tan  f . da r  r c :m j
menduduki scbuah.iabatan).
4 .  Can .  kewcnangan  L lan  Jabara r  d i r l r r r
mcnruut suatu lalanan h ierarkhis.
Sistematuran dan rcgulasi yangumum lclapi
tegas yang ditclapkan secara lornal,
mengatur lindakan-lindakan dan lungsi-
fi.lngsi j abatan dalam organisasi.
Prosedur bcrsifal formal dan imp€rsonal.
Perlu adanya catatan tertul is demi
kontinuitas, keseragaman (unilormitas). dan
urtuk maksud-maksud lransaksi.
Adanya prosedur untuk menjalankan
disiplinanggota.
8. Anggota organisasi harus memisahkan
keh idupan  p r i bad i  dan  keh idupan
organlsasl.
Pegawai yang dipi l ih untuk beker'a
berdasarkan kualifikasi teknis.
Kenaikan j abatan bcrdasarkan seniod|as dan
prestasikeria.
Sebagai implikasinya, tcori weber pada
komunikasi organisasi menunjuklGn suatu
fenomena yang disebut komunikasi jabalan
l pos i liontl ttrlntu nic arior). Relasionalitas
dibcntuk antar jabalan, bukan antar individu.
Teori ini luga tcrnlasuk dalam tradisi
posisisonal2 karcnr masih berada saiu
pJ)'ung kaiian mah/Jb klaslk..elain teori
empat system dari Likert. Pada hatikatnya,
teod klasik bcrlangkal tolak pada sfuktur,
hubungan, fungsi lbmal kegiatan orang
dalam nngka mcncapai lujuan bersama.
Teori Birokrasi Max Weber pun tak lepas
dari karaklerislik lcrscbul.
2, Teori Komunikasi Organisasi
Dalam R Waync P"ce t2006:Jl) dcfinisi
komunikasi organisasi secara lungsional ialah
pertunjutan dan pcnaf'siran pesan diantara unit-
unit komunikasi yang merupakar bagian dari
suatu organisasi tertentu. Suatu komunikasi
teidiri dari unil komunikasi dalam hubwgan-
hubungan hirarkis antara yang satu d€ngan
Iainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan.
Secara inrerprerdrif  dapat dianikan sebagai
proses penciptaan makna atas interaksi yang
merupakan organisasi. Keterkaitan komunikasi
dengan organisasi mcnurut William VHanney
bahwa "organisasi tcrdiri dai sejumlah orang,
mclibalkan keadaan saling bergantung,
kebergantungan memcrlukan koordinasi yang
mens)a ra l kan  komun ikas i " .  Kon lun i kas i
organisasi melingkupi komunikasi interpersonal
dan komunikasi kclompok. Kepentingan
bcr.ama ddn rujuan ( 'rgJni.c. i  menjadi orienra\i
k r ' r nun i l a . r  o rgan iqa . r .  H r ra rk i  o rgan is i r s r
menentukan pola komunikasi yang tedadi.
Komunikasi inlerpersonal adalah komunikasi
yang dilakukan anlara seseorang dengan orang
lain dalam suatu masyarakat atau organlsasr
(bisnis dan nonbisnis), dengan menggunakan
mcdia komunrkasi tertentu dan bahasa yang
mudah dipahami untuk mencapai tujuan tertentu
(Puwanto,2006:21).
Komunikasi nterpersonal biasanya te4adi
antamduaomng (diadik) secara tatap muka (/dce
to Jacer, walarp,rn dapat juga melalui media
telepon. Komunikasi inlerpersonal terbangln
dari komunikasi intrapersonal karena seseorang
akan menyusun komunikasi efeklif saa! itteraksi.
Hal terpenting ialah komunikasi nterpeEonal
membangun  hubungan  an  t a r  ma  nus ia .
Komunrkasi Lelompok dapa{ dranri.an sebagai
lransaksi pesan v€rbal dan nonv€rbal antara tiga
hingga lima belas orang yang saling berbagi
luJuan utama, yang merasa kebemamaan dalam
grup, dan yang bcrdampak pada yang lain
(Sleven A. Bcebe, 2001:28). Djoko Pur$'anto





dimasukkan dalam l ingkup korrrnikasi
kelompok apabila, perldr?d, proses komunikasi
dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh
seomng pcmbicaru kepada khalayak dalam
jumlah yang lebih banyak daripada tatap muka.
/(edr.r, komunikasi bcrlangsung kontinyu dan
bisa dibedakan mana sumber ddn mdna penerima
(recetuer). Urnpan balik atau leedback yang
didapat tidak maksimal karcna waktu terbatas
dan khalayak relatif banyak -K"tga, pcsan yang
disampaikan terenoana dan bukm spontanitas
untuk kalangan teftentu. Komunikasi kelompok
terlibat di dalam lingkup komunikasi organrsasr.
Kelompok-kelompok ecil saling berintemksl
schingga tcrjadi komunikasi organisasi untuk
mencapai tujuan petusahaan. Menumt Emest
Bormann dalam Sre\en c. Beebe t2003.d21
bahwa grup berasal dari bcrbagai macam share
kepribadian. Teori Tindakan simbolik yaitu
menjelaskan bagaimana t ipe komunikasi
membenh.rk ideniilas grup dan budaya, yang
berdampak pada konsensus bersama dengan
berbagi emosi, motivasi ddn makna. Anthony
Giddens dan Marshall Scott Poole Stcven A.
Beebe (2003:44) merunuskan teori struklur yang
member i kan  f ramework  umum yang
menjelaskan bagaimana orang menggunalGn
ahrran dan sumberdaya untuk interaksi dalam
sistem sosial. Struktur mcnjelaskan bagaimana
grup memproduksi dan reproduksi sistem sosial
oleh anggota grup yang menggunakan atruan dan
sumberdaya dalam interaksi.
Menurul Li Icjohn 12005:241) { trg"rr.r. i
dapat didefinisikan dengan dimensi: l) struktur,
bentuk dan fungsi organisasi 2) managemcn,
kontrol dan keL-ualan 3r budala "rganr.a.i .Strukhrr, bentuk dan lungsi organisasi dapat
digambarkan dengan beberapa kiasan. Pertrara,
organi\ si .efeni me.'r.  mempunyai bxgian
yang memproduksi ploduk dan jasa. Kedua.
a .pck  s r r xk tu ra l  )a i ru  , , r gan r . ' ne .  Seper ( i
tanaman atau hewan, organisasi lahir. tumbuh.
berfungsi dan bcradaptasi unruk benrbah dalam
lingkungan dan tentunya mati. Kiasan 1nl
membantu memahami dimensi (manajemen,
control, dan kekuatan.) dari organisasi. Pertarna
ddn olak ogani."ci ialch lr. ' \e\ Inlbrm.r5i.
mempunyai intelegensi, konscptualisasi dan
membual rcncana. Dimensr olganr-a.i  tarn yairu
budaya sebagai identitas yang berbagi nilai,
norma, kepercayaan, dan lalihan.
M€nuut Weber, oqanisasi sebagai sistem
yang rnempunyai tujuan, aktivitas inleryersonal
yang didesain untlrk tugas individu yang
sedelajat. Hal ini tidak dapat diiakukan tanpa
otoritas, spesialisasi dan regulasi. Otoritas ada
bersama kekua.aan. namun dalam oBani.asi.
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otoritas harus harus dilsgitimasi atau otoritas
dilomalisasi dengan organisasi. Efektlvltas
organisasi tergantung pada luasnya batas
'ndns jemen  l  ang  membo lehkan  l eg i r imas i
kckuasaan oleh organisasi. Organisasi dididkan
sebagai sistem rasional dengan kekuatan
pcraturdn. mcmhunrnyd menjadj bagian orori lds
legal-rasional. Cara t€rbaik mengorgantslr
otorilas legal-rasional berdasarkan Weber ialah
hirarki. Hirarki ditetapkan dengan regllasi dalam
organisasj. Bebcrapa lapisan manajemen
m€mpunyai oioritas, namun secara keseluruhan
hanya kcpala organisasi (top manajer) yang
bcrotorirac. Pr insrl refkal| dari olori las birokra\i ,
berdasarkan Webcr, pertam^ bahwa karyawan
organisasi tidak b€rbagi kepemilikaa organmasr,
ini menganggu jalannya lcgitimasi otoritas.
Prtnsip kedua ialah spcsialisasi, individu
ditempatkan berdasarkan divisi kerja dan
bcbcmpa orang mengetahui pekerjaannya dalam
organisasi. Aspek treliga dari birokasi ialah
kebutuhan alas peraturan. Apa yang membuat
koordinasi organisasi memungkinkan ialah
implcmenlasi dari seperangkat regulasi yang
menentukan perilaku setiap orang. PeFturan
organisasi harus rasional, berarti harus dlbuat
untuk mencapai tujuan organisasi.
TR,{DISI SOSIOKIJI,TURAL
Stt'rtktur organisasi mcmiliki iklim yang
ditampilkan scbagai salah satu kunci vadabel
yang bcrda pak pada komunikasi dan
produktiviias serta kepuasan kerja karyawan.
Bagi Poole dan Mc Phee, iklim ialah kol€ktifltas
umum gambaran organisasi yang membentuk
perasaan dan eksp€ktasi anggota! serta
pemmpilan organisasi. Mereka mendefinisikan
rklim sebagai sikap kolektifyang diproduksi dan
rcproduksi oleh anggota. Poole melihat iklim
dcngan tiga strata, per"tdmd sekumpulan bentuk
yang digunakan anggota untuk mendefinisi dan
mcmaparkan organisasi (kolam konsep). Kedua
ialrh Jr..r.db{dk(irrntsy langbcrbagr korsepsi
dari atmosfer organisasi (iklim inti). Terakhir
ialah hanslasi grup dari iklim inti ke dalarn
bcntuk kongkret yang lebih berdampak pada
bag ian partikula konstjtusi organisasi. Iklim tidak
statis namun konstan dalam oryanisasi. Pertana,
struktur dari organisasi. Sebab, struktur
membatasi berbagai interaksi dan pmktik yang
tcrjadi. Fakor kedua yang mempengaruhi iklim
ialah variasi iklim menghasilkan alat. Faktor
ketiga ialah karakeristik anggota, skili dan
Pengetahuanmcreka,
Teori Kontrol Organisasi
Kontrol terdiri dai empat cam:
1, Kontrol sederhana, menggunakan penntah
dengan kekuatan.
2. Kontrol teknis atau memakai mesin
3. Birokasi m€liputi penggunaan prosedur dan
aturan formal
4. Kontrol konservatif dipakai pada hubungan
interpe4onal dan teamwork.
Walaupun empat tipe kontrol biasanya
ditemukan pada kombinasi berbeda dari yang
sederhana, kontol langsung, compl€x, hingga
bentuk konservatif .  Kontrol konservatif
merupakan jenis dari disiplin atau kekuaian-
Kekuatan tidak berasal dari luar, ini dibenhrk dai
berbagai bentuk interaksi dalam organlsasl.
koffiol yang efektif berdasarkan pada nilai
motivatsi anggoia organisasi. ini meliputi uang,
waktl\ prestasi, teamwork dan seterusnya,
Herbe r l  5 imon .  Tompk ins .  dan  Chere l
menampilkan bagaimana konhol dibentuk dan
keputusan anggota organisasi. Simon yaLin
bahwa decisian maklrg organisasi mengikutj
pola ry/1ogrrti., yang alasan partisipan deduktif
dari premis umum dan berdasar premis yang
dipi l ih. Konlrol adalah saat pekerja menerimd
premis umum alasannya rinh{( kesimpulannya
yang diinginkan managemen.
Premis ditedma kar€na insentif scpcrli gaii
dan otoritas omng dengan legitimasi kckualan,
sejalan dengan birohasi Weber. Kontrol adalah
beberapa mekar'.me lang drguna\ar organr.a.
untuk mengatur identitas maj emuk.
Perkembangan Konteks Komunikasi
Grnblr 2. PerLcmborgm Kotrtekr Kodunik.d ddu
st.ph.n w. Llttlejobn, 2005
Menunt Mintzberg dalam Djoko Pur$'anto
mengatatan tiga peran manajerial yang dapat
diterapkan oleh seorang manajer dalam suatu
o€anisasi yaitu, p€mn int€rpersonal, peran
infonnasional dan peran keputusan,
Trb.l 2. ler,r Mlmlerlll menurut Mlnllber&
(Joko ?urBlnto, 2006: 35)
Dimensi-dimensi komunikasi organisrsii
1. Komunikasi eksternal, digunakan
anggota organisasi untuk interaksi dengan
individu di luar orgmisasi. KomLDikasi ekstemal
membawa pes:m organisasi dan tingkungan
organisasi yang relcvan. Sislirn pcsan ckst€mal
digunakan unluk menyampaikan i fomrasi dari
lingkungan organisasi dan untuk memberikan
lingkungan infolmasi dari organisasi.
2. Komunikasi internal. ialah pola pesan
lang dib-gi /.haret anLua anggora organisasi.
inlerak.:.naru.ia )d"g lerJadi dalam orgari5asi
dan antar anggota organisasi, Saat organlsasr
tumbuh pada ukuan aiau kompleksitas atau
menycbar kcluar arca dan zona waktu, m1
memerlukan proglam kemunikasi int€rnal yang
membantu memban gun tim.
l - rng . i  r t c rn -  o rgan is " . i  da la rn  d imen . i
komLnikasi internal vaitu untuk pen)'usunan
tugas lbfmal. koordinasi, rapat dan dapat
mcnyampaikan pcsan inlomatif kepada nggota
organisasi dcngan tujuan, tugas aktivitas dan
penyelesaian konflik. Pesan ini membantu
anggota memahami apa yang terjadi dalam
organisasi dan perannya. Komurikasi intemal
digunakan unruk menyampaikan tugas dalam
rangka pencapajan tujuan. Komunikasi inlemal
dapat dilakukan sccara latap muka dan melaluj
media. Komunri(asi intemal terjadi antara Top
manage|j ilrLnagcr- hingga staff atau karyawan.
Komruikasl inl.3mal dapat menggunakan medla
email, surai, tclcpon papan pengumuman, dan
€mnya.
I Komunikasi vcrtikal, dari atas ke bawah
(down{,ard communication) da pimpman
kepada bawahan dan dari bawahan kepada
pimpinan secara timbal balik. Dalam komunikasi
verlikal, pimpinan member instruksi, petujuk,
informasi, dan penjelasan kepada bawahan lalu
ada ltcdback berupa laporan, saran, atau
penglrduan kepada tasan.
2 .  Komun ikas i  ho r i zon ta l ,  ya i t u
komunjkasi sccaru mendatar antara nggota staff
dcngan stal', ka4arvan dengan karyawan.dan
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sebagainya. Komunikasi vert ikal berupa
komunikasi formal dan komunikasi horizontal
berupa nonfomal.
Organisasi merupakan proses evolusi
dengan liga bagian: Enactnent, selectian da
rctentio . Enachnent ialah definisi dad situasi
atau r€gister infomasi ambigu dari luat Proses
seleki pada anggota organisasi menerima suatu
infomasi sebagai yang relevan dan menolak
informasi lainnya. Proscs ketiga yainr rctentian,
sesuatu yang pasti ahan dijaga untuk digunakan
nanti. Penelitian serupa di Swedia, komunikasi
organisasi berkarakteristik empiris, penelitian
kualitatif. Tradisi holistik dan penemuan sludi
kasus yang kuat. Pada jumal ini, d€finisi luas
komunikasj olganisasi alahkaryawan, termasuk
fokus pada kcduanya, kornunikasi intemal dan
ek\temal. lema peneli l ian dan metode drrerie$
dan didiskusikan. Penelit ian fokus pada
o€anisasi komunikasi htemal m€liputi topik
seper t i  . upe r io r - subord  i na  r  komun ; la5 i .
o rgan i5a5 iona l .  s l  r a l  eg  i  dan  e fes i ens i
komunikasi.
Excellence Theory
Exce lence  / reo  / /  men je laskan
bagaimana hubungan masyarakat dapat
berkonstribusi sebagai flmgsi mana.jemen
untuk keseluruhan keefetifan organtsasl.
Larissa A. Gruoig, J. E. Grunig, dan D. M.
Dozier berpendapat, "premis utama
excelence theory menyatakan bahwa
komunil<asi memiliki nilai terhadap sebuah
organisasi karena ia membantu untuk
membangm hubungan j angka panjang yang
baik dengan publik-publik shategis" (2002,
hal. 57). Kekuatan utama da teori
keunggu lan  ada lah  bahwa  ha1  i t u
menunjuld(an pendekatan etis untuk PR.
Dua amh simetd menyiratkan dialog antara
oryanisasi dan publik yang dip€ngaruhi oleh
keputusan organisasi. Dari empat model
yang diberikan, m€mberikan keunggulan
menonjol dengan cara simetds dua model
sebagai cara terbaik untuk pmktik PR,
menekankan "saling menguntungkan,"
"partisipasi," dan "kolaborasi". Model-
model lain yang dilihat sebagai upaya
melayani diri sendiri tanpa memperhatikan
persuasi unhrk publik.
Analisa fahor data (pencadan secan
matematis untuk pengelompokan data
sekitar hubungan-hubungan yang mendasari
antara vadabel-variabel) menyatatan apa
yarg para pedeliti 1abeli sebagai "faktor
keunggulan". Iakor keunggulan terdid dari
bebempa kamkteristik dengan menjangkau
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tlpe dan ukuran organisasi, budaya, dan
pengdrLh pengorur lair.  )arg 'nemebrinla
untuk menjadi berlabel prinsip-prinsip
keunggllan "gcnerik". Karakter-karakter ml
adalah hrlang prng8lra1 excelence theory,
yang menberi pedoman pmktis nomatif
terhadap bagaimana hubungan-hubungan
masyarakal dapat membual konslribusi
maksimal terhadp sebuah organisasi.
Excelence theary memberi p€doman
n  o  rma r i  I  baga imana  hubungan
masyarakat harus diberdayakan pada suatu
organisasi. Shrdi keunggulanjugamemberi
bukti empiris dan konkit untuk mendul:ung
teori, dan ia menjeiaskan bagaimana dan
mengapa  l ak to r - f ak to r  t e r t en tu
berkonstribusi terhadap penonjolan
hubungan masyarakat dalam sebuah
or9ariisasi, Excelence lieory menunjuklan
balwa hubuigan masyarakat meningkatkan
operasi organisasi melalui pemeliharaan
komuniasi dua-arah, berimbang dengan
publik pada siapa organisasi pada akhimya
bergantung.
Konscp Pemberdayaan
Is t i I ah  "pemberdayaan "  a tau
empowermenllempowerl,?g memjuk k€pada
pros€s yang menyangkut cara individu
menggunakan kekuasaan dalam oqanisasi (Pace
dan laules; 2002: 251.). Sementara Sumaryadi
(2010) memberikan batasan pemberdayaan
sebagai peningkalanpo er dalam organisasi dan
kekuaatan baru untuk mereposisi status yang
lemah menj adi setam.
''Kon.ep 
fe-nberdayaar dianr!an sebagar
proses melepaskan sih.rasi atau keadaan
ke t€ r t ekanan ,  ke i i dakmampuan ,
ketidakberdayaan, kehilangan atau
ke t i adaan  o to r i t as ,  ke te rp ingg i ran ,
kcte$isihan, kebangkitan dari kekalahan,
dan hal-hal yang berkaitan dengan
ke lemahan  i  power less .  Dengan
d  i  b  e rdayakan ,  d iha rapkan  dapa l
memberikan energi dan kel:uatan baru untut
dapatmereposisi status yang lemal menjadi
setara dan sejaiar dengan status yang
diharapkan."
Pemb€rdayaan juga dikatakan berhasil jika
pada diri klalayak sasaran dapat diamati atau
dapat menunjukan keadaan permukaan
(indicator) sebagaimana tersebut di atas. Cook
dan Vdcaula) ( lSq') memberikan defir isi
pemberdayaan sebagai "alat penting untuk
memperbaiki kinerja organisasi melal i













jawab . De EAn dcmikian, akan mendorong
keterlibatan para pegawai dalam pengambilan
kcputusan dan tanggung.iawab.
Pembcrdayaan  merupakan  sa rana
membangun kcpercayaan antara karyawan da)l
manajemen. Ada dua karakteristik dalam
pemberdayaan. bahwa karyawan didorong untuk
mcnggunakan inisiatif mereka s€ndiri, dan
karyawan tidak hanya hanya diberi w€wenang
sala tetapi iuga diberi sumberdaya untuk
m( lakukdn  pen ts rmh i l dn  kepu lu \an  . csu r i
dengan keativitas dan inovasi mereka. Secara
tidak langsurg karyawan juga didorong unluk
melakukan pcmbelajaran dad hasil keputusan
danpelaksanaannya.
Tu juan  pemberdayaan  mengandung
pengerlian pcrlunya keleluasaaD k€pada individu
untuk bertindak dan sekaligus bertanggung
jawab atas tindakannya sesuaj dengantugasyang
drembannya. Konscf' pemberdayaan ini jug.r
berarti bahwa sescorang akan mampu unfuk
berperilaku secara mandiri dan penuh tanggung
jawab. Konscp pcmberdayaan dari Thomas dan
Velthouse ini dimanif€stasikan dalam cmpal
kognisi yang mercflcksikan orientasi ndividu
atas peran kcrianya y^ttLt atl.l (nea i g\.
kompetensi (.or?cl?rce), pendeterminasian di
(se lf de term in a t i o n), dan pengaruh (irpdct). frari
penelilian Sprcitrcr (1986; dalam Mahardiani,
2004) dil€muhan empal karakteristik umum yang
diiniLki enpowercd people yang juga sama
dengan konscp Thomas dan Velthouse (1990),
yartu:
a, Senseo-fmeaning
ly'pdrlrq merufakan i lar rujuan pekcr; irun
yang di l ihat dari hubungannya pada
idealisme atau standar individu.
b, Sense aj conpetence
Kompetensi atau seu eflicac)) lebth
merupakan kepercayaan individu akan
kemampuan mereka dalam melakukan
aktivitas mereka dengan menggunakan
keahlian yang mereka mrlr l ' r .  Dimen(j lnr
menggunakan istilah kompetensi daripada
,p U ?s rec n karcna dilokuskan pada efLa.j
secara spesi fik pada peran pekerj aan.
c- Senseofdelerninatiotl
Bila kompetcnsi rnerupakan keahlian dalam
berperi laku, maka seV delermination
merupakan suatu pemsaan m€miliki suatu
pil ihan dalam membuat pi l ihan atau
melakukan suatu pekerjaan.
d. Senseofimpacl
Impacl atau dampak merupakan dera.jat
dimana seseorang dapat memengaruhi asil
p€kerjaan baik stratejik, administralil Kian
( 1997) monawarakan sebuah model
pemberdayaan yanei dapat dikembangkan
dalam sebuah organisasi untuk menjamm
keberhasilan prcses pcmberdayaan dalam
suatu organisasi. Model pemberdayaan
lersebutyaitu:
1. Desire
Tahap peflama dalam model enpowermenl
adalah adanya k€inginan dari manajemen untuk
mendeiegasikan dan melibatkan pckerja.Yang
tennasukhalini antara lain:
a .  Peke r ja  d ibc r i  kcsempa tan  un tuk
mengidentifikasikan pcrmasalahan yang
sedang berkembang.
b. Memp€rkccil directivc pcrsonality d^n
memperluas kcscmpatan kerja.
c. Mendorong terciplanya pcrspektifbaru dan
memikrkan kembali stratcgi kcda.
d. Mengembangkan keahlian team dan melatih
karyawan untuk mengawasi endiri (.ref
2.Trust
Tahap dua adalah membangun kepercayaan
antara manajemen dan karyawan Adanya saling
nercaya di antara dnCgola org.lnisdci akan lercipta
kondi,r yang brik untuk pcnuk.lran rnformasi
dan saran tanpa adanya rasa lakul. Hal-hal yang
termasuk dalam lrusl anlara Iain:
a. Memberi kesempatan kcpada para karyawan
untuk berpartisipasi dalam pembuatan
kcbijakan.
b. Menyediakan waktu dan sumber daya yang
mencukup i  bag  i  ka ryawan  da lam
menyelesajkan kerj a.
c. Menyediakan pclatihan yang mencutupi
bagi karyawdn bagi kcbutuhankeda.
d. Menghargai perbedaan pandangan dan
meng:ha€ai kesuksesan yang diraih oleh
karyawar.
e. Menyediakan akses informasi yang cukup.
3. Confident
Tahap ke tiga dalam proses pemb€rdayaan
adalah menimbulkan iasa p€rcaya diri karyawan
dengan menghargai terhadap kemampuan yang
dimiliki oleh karyawan. Hal yang termasuk
tindakan yang menimbulkan confdent ar\tara
lain:
a. M€Ddelegasikan tugas yang penting kepada
karyawan
b. Menggali ide dan saran dari karyawan.
c. Memperluas tugas dan membangun
J irnrngan an&!r oepaflemen,
d. Menyediakan jadvtal job instrllction datr
mendorong penyelesaian yang baik.
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4.Oedibili,
Tahap ke empat berupa menjaga kedibilitas
dengan penghargaan dan mengembangkan
lingkungan kerja yang sehat sehingga tercipta
organisasi yang mefitl\ki petformance yan9
linggi. Hal yang termasuk cledibility ad ^h:
a. Mcmandang karyawan seb^gal parlner
strategls
b. Pcnitrgkatan target di semua pekerjaan.
c. Memperkenalkan inisiatif individu untuk
melakukan pcrubahan melalui partisipasr.
d. Membantu menyelesaikan perbedaan dalam
pcnentuan tuj uan dan prioritas.
S.Accountabiliy
Tahap dalam proses pemberdayaan
berikutnya adalah pertanggungjawaban
karyawan pada wewenang yang diberikan.
Dengan menetapkan secara konsisteD dan jelas
lcntang peraD, standar dan hrjuan penilaian
terhadap kinerja karyawan, tahap ini merupakan
sarana evaluasi terhadap kinerja dalam
penyclcsaian dan tanggung jawab terhadap
wewenang yang diberikan. Hal yang termasuk
dalam accountabi Iity ar\taralain
a .  Menggunakan  ja lu r  t ra in ing  da lam
mengevaluasi kin€rja karyawan.
b. Memberikan tugas dan ukuran yangjelas.
c. Melibattan karyawan dalam penentuan
standar dan ukuran.
d. Memberikan saran dan bantuan kepada
karyawan dalam menyelesaikan beban
kerJanya.
e. Menyediakan periode dan waktu pemberran
Jbedback.
6. Commurliccttion
Tahap ini merupakan tahap terakhir,
diharapkan adanya komunikasi yang t€duka
untuk menciptakan saling memaihairi antara
karyawan dengan manajemen. Keterbulaan rnr
dapat diwujudkan dengan adanya kntik dan saran
terhadap hasil dan prestasi yang dilakukan
pekerja.
Hal yang termasuk dalam commnication
antara lain:
a .  Mene tapkan  keb i j akan  open  doo r
communrcalton,
b. Menyediakan wakh-r untuk menalapatkan
informasi dan mendiskusikan permasalalad
secam terbuka,
c. Menyediakan k€sempatan untut c,'osr
l/dirirgmaupun opensional,
Humas Sebagai Fungsi Manajemen
Humas  sebaga i  f ungs i  mana jemen
mcmbantu membcrikan penerangan dan
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tanggapan dalam hubungan dcngan opini publik.
Untuk dapal melaksanakan tugas ini, tentunya
Humas harus lcrlibat dalam pmses pengambilan
kebijakan, akan sulit bagi Humas sendiri apabila
tidak mengctahui latar belakang suatu kebijakan.
Sebagaimana dikatakan Joni Inman, Ketua
Asosiasi Nasional Para komunikator Pemerintalr
(National Association of Governmenl
Communication) di AS, melibatkan seseorang
komunikator dalam s€buah lim strategi sangatlah
pentrng. Bila pcjabal pemerintah mempunyai
rancangan, s€baiknya diketahui dulu bagaimana
kira-kira masyarakat menerimanya. Maka dari
itu, scbaiknya seorang komunikator sudah
lerlibat dari awal sehingga hal-hal yang tidak
diinginkan misalnya masyarakat bercaksi negatif
bisa dihindarkan (Sullivan. 200 1 , l 5 ).
Mengenai pendekatan fungsi Humas dari
Betrand R. Canfield dalam bukunya Prblic
Reldtions :"Principles and Problem ,
mengemukakan rmsur-unsur utama nya yakni ;
mengabdi kepentingan publik, memelihara
komunikasi yang baik. ditn menitik beratkan
moral dan lingkah laku yang baik. Dengan
demilian untuk melaksanakan fungsi tersebut,
maka pada prinsipnya Humas mempunyai 2
(dua) tugas pokok, yakni membangun citra
(Image building) - membangrm citra positif
unhrk ekslemal publik; dan membangun budaya
ketl^ (corporate culture) untuk intemal publik -
yakni adanya kebanggaan t€rhadap institusi, dan
merasa ikut memiliki (sens eof b e I onging).
Dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi maka Humas dalam organisasijuga dapat
bertindak sebagai langkah awal dari bekerjanya
sebuah mekanisme sistem peringatan dini (earll
| | a rn i  g  . t t t cm)  da lam mengan t : s rpa r i
kecenderungan. Peran ini mengharuskan bahwa
Public Relations Officer (PRO) hams bersikap
pro aktif. Sikap ini akan sangat membantu untuk
menyikapi kecenderungan isu yang berkembang
dan berkaitan dengan lembaga di mana Humas itu
berada. Humas dalam perkembangan hislorisnya
telah melahirkan b€berapa model, sebagaimana
yang dikemukakan James Grudg dalam Prrlic
Relations Hahdbook, yaifri Pertama, H,rmas
sebagai Press Agentry, dal^rn pengertian mr
program-program Hurnas dilaksanakan dengan
tujuan utama untuk memperoleh publikasi
melalui media massa yang menguntungkan
org:mrsasl,
Dalam model ini kadang kebenaran dari
informasi yang disampaikan menjadi tidak
perting. Ke dua, Humas sebagai Public
Infornalion Model. dalam model ini kegiaran
Huma. benujuan unruk penyebaran informdsi
kepada  pub i i k .  B iasanya  p rak t i s i  yang
mclaksanakan model ini disebut juga sebagai
jundlist in reside re, yakni praktisi yang
menekankan hubungan media fe trgd, dengan
membuat siaran prcs (pr"?ss /e/ed-re) sebanyak-
banyaknya .  Humas  sebaga i  l no  wd ,
avmmetrical r.'odel. model asimetris dua amh
ini praktis dalam sctiap orl prl nya didasarkan
pada hasil penelitian unluk mengembangar
pesan-pcsan yang sekimnya lebih mudah untuk
membujuk publik agar publik bcrfikir, bersikap
dan henrrd.-rk .e.rrr . lcng..rn har:tpan org"nisasr.
Model ini dikenal dengan Scie r/rc
P  e  r suas  i o  n  yang  o r i en tas inya  se la lu
menggunakan hasil-hasil  r iset di dalam
merancang  sua tu  pesan  yang  hendak
disampaikan kepada publik. Ke empat, H.Jmas
sebagai l ,o v)ay symmetrical model, model
sim€tris dua arah jnj m€nggambarkan sebuah
Humas di mana dalam operasinya lebih
menekankan adanya perubahan organisasi unhrk
merespon tuntutan publik. Dengan demikian
fungsi Humas disini di samping untuk
mempe$uasikan publlk juga bertungsi untuk
membujuk pengelola organisasi, unhrk selalu
mengan l  i si pas i  pe rubaban  dan  Le ing inan
khalayak yang selalu berubah dan berkembang
(Gruning ; 2000: 29)
Berdasarkan keempat model efsebut Humas
mempunyai pengert ian seb^Eai expert
pre.rcri&er, bekerja untuk membantu manajemen
dengan pengalaman dan keirampilan nya
mencari solusi bagi penyelesaian masalah
hubungan masyarakat yang dihadapi oleh
organisai, Pelaksana Humas dengan manajemen
sama halnya hubungan doller dengan pasiennya.
Dalam l-al rni nanajener percala bahua aL i.
pelaksana Humas akan menemukan solusi yang
iepat unhrk mengatasi masalah yang sedang
dihadapi oleh oryanisasi. Di samping itu, Humas
juga mempunyai peranan sebagai p/obl€rr
sah)itlg process Jacilirdlor", yakni membantu
kerja manajemen mclalui kcrja sama dengan
bagiar-bag an larn dalam orgar'.ar dar pimp'.an
melalui proses penyelesaian masalah secara
rasional.
Sedangkan  da  l am poc  i c  i  sebaga i
communication /acihtator, pelaksana Hltmas
membantu manajemen dengan menciptakan
peluang agar publik perlu "mendenga/ apa kata
publik dan menciptakan peluang agar publik
perlu 'mendengar' pula apa yang diharapkan
manajemen. Pemn lainnya yang juga sangat
potensial adalah menyediakan layanan teknis
komunikasi uituk organisasi.
HumasPem€rintrh
Eks i s tens i  Hu l l 1as  da lam sua tu
lembagarinstansi pemerintah m€rupakan
keharusan sccara irngsional dan operasional.
Kelengkapan i i dianggap sangat penting karena
falsafah Negara dari rakyat, oleh rakyal dan
untuk rakyat scpcrti ya g dikchcndaki dalam
bentrk \cgarr ) anI rneng.rn.Lt . i .ren r lcn o\rasr.
Sebagai Negara demokrasi Humas be irngsi
"nela\dni rJkv.r. k.rcn" rdklal rurul mcngcwasi
seliap kegialan pemerintail. apabila tidak sesuar
dengan aspirasi mkyal, nkyal secara cepat ata.n
mengeritiknya. Disinilah Humas bertungsi Lrntuk
nenge ol" rnfnrmr.rdan ofrnrfr.hl \ .  Inri .rna.l
mengena i  ke  b  i j  ak  sanaan  pcmcr in tah
discbarluaskan. opiri ublik dikaji dan diiclili
seefektif mungkin untuk keperluan pengambilan
keputusan dan penentuan kebijakan selaqjutnya.
Hrunas pemerintah menurut Sam Black (Effendy,
1999:37) diklasif ikasikan menjadi Humas
pemerintah Pusat dan Humas Pemerintah
Daeraf . Kedua-duan) a menunrtn) a memprnlai
tugas yang sama, walaupun nrang lingkupnya
berb€da. Tugas Humas pem€rintah drsinr;
pertdma menyebarkan informasi secam temtur
mengenai kebijaksanaan perencanaan dan hasil
yang telah dicapai, fedrd n'renerangkan dan
mendidik mengenai perundang-undangaD,
pe ra tu ran -pe ra tu ran  dan  ha l -ha l  yang
berhubungan dcng"n lehidupan r"kyal <endir i .
Melalui humasnya pemerintah dapat
nenyampaikan inlbrmasi atau menjelaskan hal-
hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan dan
tindakan-tindakan lertentu se(a aktivitas daiam
melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban
kepemerintahannya. Terdapat beberapa hal untuk
melaksanakan tugas utama Humas Pemedntah:
L Mengamaii dan mempelajari tentang hasrat,
kcinginan-keinginan dan aspirasi yang
terdapat daiam masyarakat (leami g about
pub I ic de\ ire s and aspir dtion)
2. Kegiahn memberikao nasehat atau sumbang
saran unhrk menanggapi atau sebaliknya
dilal-ukan olch instansi,rlembaga pemerintah
scpcrti dikehendaki publlknya (adising the
puhlic about what is should desires)
3 ,  Kemampuan  un tuk  mengusahakan
terjadinya hubungan memuaskan yang
diperoleh antara hubungan public dan aparat
Pemedntahan (err /irlg satifactory contact
behaeena d goNernment olficiaf)
4. Memberikan penerangdn dan infonnasi
tentang apa yang telah diupayakan oleh
suatu lembaga/instansi Pemerintalan yang
bersangkutan (lrloJ"rz;" g and about what an
agenry is doing) (RLtsl^n, 1999:297)
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Selanjutnya menurut Sam Black (Effendy,
1999:39) ada empat tujuan utama Humas
Pemerintah Daemh yaitu yaitu:
L To key citizen i formed ol the council's
potiq, and its day'by'dq) actirities,
(mcmclihara penduduk agar tahu jelas
ncngenai kebijaksanaan lembaga beserta
kegiatan sehari-had).
2. To give theme decisions are by the council:
(memberi kesempatan kepada mereka unlul
menyatakan pandangan mengcnai proyek
baru yang penling sebelum lembaga
mcngambilkeputusan).
3. To enlighten citizen then of their right and
rcsponsibilities:, (memberikan penerangan
k  epad  apenduduk  mengcna i  ca ra
pclaksanaan system Pemcrintahan daerah
dan mengenai hak-hak dan tanggun&tawab
mcreka,
4. To prcmtoe a sense oJ civic pride
(mcnBembangkan ra<a bangga sebagai
wargaNegara)
Kedudukan  HumNs  Pemer i n tah  D i
Pemerintsh Daerah
Terkait dengan posisi Humas di lembaga
pem€rinlah daerah pada em olonomi daemh,
Elvin Ilyas Kepala Bagian Humas Pusat
Penerangan  Depar temen  Da lam Neger i
menj€laskan bahwa sejak obnomi daerah, unsur
organisasi p€mcrintah di daerah tidak harus sama
dengan pusat. Ada penyesuaian, yaitu dengan
landasan Peraturan Pemedntah (PP) No. 4l tahun
2008. Dalam PP tersebut disebutkan balwa
Pemerintah Daemh harus menyelenggaratan
urusan wajib salah satunya di bidang Komunikasi
dan Informasi yang termasuk di dalamnyaadalah
tuga.-rugas lebumasan. Pada PP tcrsebut juga
tidak disebutkan bahwa Pemerintai Daerah arus
m€n€mpatkan humas pada Biro Humas, Pusat
P€nerangan, atau lain sebagainya. Tapi yang
pasti, di level komunikasi publik, Pemedntah
Daerah arus menyelenggarakan urusan wajib di
bidangkumunikd.i an rnlormasi. Sekdrangrnr.
Indoncsia memiliki daerah olonom bedumlai
530 yang terdir i  dai 33 provinsi,93 kota,6
kabupaten / kota AdmiDstrati f (DKl Jakarta), dan
398 kabupaten. Masing-masing daerah tersebut
harus meny€lenggarakan urusan wajib
komunikasi dan infomasi, yang disesuaikan
penempatannya pada sfukt\rr organisasi di
pemeiintah daerah yang bersangkutan.
P€nempatan humas pada slruktur organlsasr
benar-benar tergantung dari pemahaman
pimpinan daerah lerbadap peran da, fungci
humas itu sendiri. Karena pemahaman pejabat
pubhk atau penyelenggara pemerinlab di sel iap
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daerah berbeda-beda, lermasuk pada fungsi
kehumasan, maka apresiasi mereka pun beibeda
pula. Pada daerah olonom salu seperti DKI
Jakana, humas ditempatkan sebagai salah satu
bagian di Dinas Komunikasi, Informasi dan
Kehumasm (Diskominfomas) sejak awal tahun
2009 mcialui Peraturan Daerah No. l0 tahun
2008. Sebelumnya, Hunas ditempatkan di
bdwal Brro Humas dan Protokol. yang jugd
berada di bawah Scketaris Daerah. Di beberapa
kota lainnya di Indoncsia, humas ditempatlGn
pada bagian yang tidak pcnting, misdnya di
bawal Bagian Umum atau bahkan Tata Usaha.
Pcnempatan humas pada struktur yang kurang
stratcgis juga terdapat di Provinsi Jawa Barat.
Humas di Provinsi dengan jumlah penduduk
terb€sar di Indonesia tersebut (42 juta jiwa)
ditempatkan di bawah S€ketaris Daerah (Setda)
pada Biro Humas Protokol dan Umum. Djlibat
dari tupoksi humas, penempatan leisebut
memiliki makna bahwa tugas-tugas kehumasan
menrtlkberatkan parla peran dan fungsinya
sebagai pclayan pimpinan. HaL yang sama iuga
terjadi di Provinsi Jawa Timur dimana Humas
ditempatkan di bawah Seketaris Daerah yang
berfungsi lebih pada pelaya.nan pimpinan pada
tugas-tugas komunjkasi dan k€humasan.
Semen ta ra  i t u ,  P rov ins i  Jawa  Tengah
menempatkan Humasnya di bawah SKPD
(Satuan Kerja Perangkal Daorah) Dinas
Pcrhubungrn Komunila' i  dan lnformasi. Seriap
Provinsi atau Pemerintah Dacratr di seluruh
Indonesia menempatkan posisi humas pada
bagian arau rempar yang berbeda-beda sesuar
penghargaan dan pemalaman para pimpinan
daeral atau penyelenggara pemerintah tentang
pcran dan filngsi kehumasan.
Pada bulan Mar€t 20 I I , payung hukum yang
mengalur sctiap aktifitas kehumasar pada
pcmerintah daerah di seluruh Indon€sia disahkan
oleh Kementrian Dalam Negeri melalui
Peraluran Menteri Dalam Negeri (P€rmendagri)
ro. I 3 tahun 201 1 . Selain tugas, kedudukan, dan
wewenang lembaga k€humasan di Pemerintah
Dacrah, Pcrmendagri tersebul juga mengahrr
mekanisme penyebarluasan informasi di
l j n t skungan  Pemer in lab  Daerah  P ro r  i ns i
Kota/Kabupaten, hingga kecamatan, kelurah.rn,
danDesa.
Reorganisasi Sebagai Alat di Pemerintah
Drerah
Untuk mencapai visi misinya serta antisipasi
terhadap kondisi masa yang akan datang, suatu
organisasi dituntut untul senantiasa melakukan
langkah-langkah penyesuaian dan perubahan





menjalankan frrngsinya secara oplirnal. Jika
penycsuaian ataupun perubahan tidak dilakulan,
maka bukan tidak mungkjn keber)angsungan
\uatu organisa.i danar lerancirm. Pcnrhahrn i )
dis€but Restruklurisasi yang mcmpunyal
pengcrtian (Sedarmanyanti, I 999 r70):
"Perubahan sebagian atau seluruh aspck
yaog  d im i l i k i  pc rusahaan  y g  sanga t
mcmpengaruhi prodult ir ius perusaha n. )Ji lu
mcliputi sumberdaya manusia, sumberdaya
kcuangan  dan  sumberdaya  l a i nnya
lcrmasuk sarana dan prasarana."
Pcrubahan yang tcrjadi dalam suatu
organisasi dapat dikelompokkan dalam cmpal
katcgori (Robbins, 1996 :326). yattu:
L Slruktw , mencakup perubahan dalam
hubungan  wcweDang ,  mckan i  smc ,
koordinasi, rancang ulang pekerjaan alau
variabl e structual s€rupa,
2. Teknologi : tnelrpnti modilikasi dalam cara
kerja yaqng diproses dan dalam metode
scrta peralatan yang digrmakan.
3. Setting /isik, melipui perubahan ruang dan
pengatumn tata lelak dan tempat ker_ja.
4. Orung; mengacu kepada perubahan dalam
sikap. kcrcrampilan. pengharapan. pcrscf \ i
dan perilaku karyawan.
Salah satu wujud organisasi pemcrintab yaitu
dengan cara merubab struktur organisasinya.
yang kerapkali disebut Reorganisasi. Hasibuan
(2001 :17 l r  mc 'nbenkan  penger t  ran  ' ebaga i
berikut:
Rcorganisasi adalah p€rubahan struktur
suatu organisasi baik secam vertical maupur)
horizontal, agar lebih efektif membantu
tercapainya tujuan. Reorganisasj vortical
d i a r t i kan  memperpan j  ang  a tau
memperpcndek tinglGtan suatu organisasl,
sedangkan reorganisasi horizontal diartikan
perubahan struLlur suatu organisasi dengan
cara menambah atau mengurangi jumlah
bagian atau departementasinya. Dengan
demikian, reorganisasi dapat dilakukan
karcnas truktur organisasi yang lama
dianggap tidak sesuai lagi.
Untuk lebih memaharni apa yang disebut
struktur organisasi, Gibson dan ka*,an-kawan
(1985) meDyebutkan bahwa "struktu organrsasr
secara luas merupakan cirri organisasi yang
ber fungs  i  un tuk  mengenda l i kan  a tua
membedalen semua bagiannya. ' Para pimpinan
organisasi benuBas membuar desaln orgdnisasi
yang merupakan keuptusan dan tindakan yang
menghasilkan scbuah stullur organsiasi yaqng
khas. Prosesnya bisaberlangsung dengan cepat,
a tau  seca raberangsu r -angsu r ,  dan  b l sa
dilaksanakan oleh seorang manaju alau oleh
scbuah tim. Menurdt Slephen P Robbin (1996:
I66 173) stnrktur organisasi adalah
"Raga  imana  lugas  pckc r i san  d ibag i .
dikelornpokkan dan dikoordinasi secara
folmal- Strukfur oryanisasi dibentuk ataD
diubah sesuai dengan kcbutuhan dan ruang
lingkup organisasi. Struktur orgamsasl
dapat dibentuk berdasarkan:






Scmenlara itu menurut Steers (1985:8-10),
Strukfur adalah cara unik suatu organrsasr
men)'usun omng-orangnya untuknenclptakan
sebuah roganisasi- Reorganisasi yang dilakukan
di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada tahun
2008 ddalah penataan ulang srrukrur organsiasi
perangkat daerah melalui Peraturan Daerah No.
Tahun 2008. Reorganisasi Biro Humas dan
Protokol menjadi Dinas Komunikasi Informatika
dan Kehumasan ditetapkan melalui Peraturan
Gubemur P€mprcv DId Jakarta No. 88 tahun
2009.
KERANGKA BERPIKIR
Pemberdayaan Humas Pem€rinlah Pasc|
ReorSanisai Di Pemprov DI(I Jakarta
Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi
di lapangan, penulis mencoba mengint€r-
pretasikannya dengan teori yang berhubungan
atau mendekati konteks peDelitian tentang
pemberdayaan humas p€merintah. Organisasl
Diskominfornas yang berada di Pemprov Jakarta
merupakan orgatisasi yang besar dan luas
dengan ribuan anggota di dalamnya. Organtsasl
ini tidak dapat berdirj sendid tanpa keterkaitan
antara unsur atau instansi lain melalui pola
komunikasi, serta koordinasi diantara anggota-
Crdbrr J : Brgtn l(.r.ngkr Pebltlrr!
anggota yang ada di dalannrya. Dalam
melalolan koordinasi dan komunikasi dengan
unsur lerkait (SKPD), humas sclalu bcmda pada
titjk lemah karena sccara posisi, bcrada di level
atau eselon tiga, dan sccara fungsi masih
meiakukan tugasnya di talataran t€knis,jauh dari
harapan strategis, Scmcnlara menurut J,E
Grunig melalui Excellent Theory, humas akan
memil iki ni lai slratcgic j ikJ komilmen pimpinan
tertinggi juga mcmberikan peran slratcSis kcpada
humas itu sendiri. Humas harus bcrpartisrpasi
aktif dalam setiap pengambilan keputusan,
melakukan fungsi manajcmcn, menetapkan
mode l  mekan ismc  humas  yang  akan
menimbulkan pemahaman baik dari publik.
Po tens i  l embaga  da lam ha l  i n r  D jnas
Komin lomas  akan  d igambarkan  sebaga i
organisasi yang elektif atau sebaliknya i uh dai
tujuanorganisasi.
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam pen€liiian m1
adalah kualitatif dcngan pendekatan sfudi kasus
eksplorati f .  Peneli t ian bertujuan untuk
mengetahui lebih lanjut bagaimana proses
pemb€rdayaan  humas  d i  l akukan  d i
Diskominfomas Pemprov Dk'l Jakana serta
reorganisasi dalam pemberdayaan tersebut.
Studi kasus merupakan uraian dan penjelasan
komprehesif mengcnai berbagai aspck seorang
individu, suatu kelompok, suatu organisasi atau
komudla.. iuaru program. arau sualu siruasi
sosial. Metode yang semg dilakukan adalah
wawancara, pengamatan! penelaahan dokumen
atau dan data apapun untuk menguraikan suatu
kasus secam terinci (Mulyana, 2001 : 201-202).
Ka rena  me tode  kua l i t a t i l '  ccnderung
dibubungkan dengan silat subjektif dari sebuah
r€alitas sosial, maka metode ini memiliki
kemampuan yang baik untuk menghasilkan
pemahaman dari perspektif para stakehalders,
s€hingga memungkinkan penelili untul melihat
berbagai hal sebagaimana dilibat oleh para
1. Subj€k Penelitian
S  ub j  ek  pene l l i an  ada lah  Bag ian
Kehumasan di Dinas Komunikasi, Informalrka
dan Kehumasan (Diskominfomas) Pemprov DKI
Jakarta. Subjek dipi l ih secara purposif
berdasarkan pemahaman dan pengalaman
mereka menjalankan tugas-tugas kehumasan
baik pada saat humas masih berada di Biro
Humas dan Protokol atau di Dinas Kominfomas.
Dalam studi kasus, orung-orang yang memiliki
pengalaman dalam objek yang akan diteliti
d i sebu t  i n fo rman .  (C reswe i l ,  1998 : l  I l ) .
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Infonnan pdmcr dalam pcnclilian ini adalah
pejabat eselorr dua dan tiga diDinas Kominfomas
Pemprov DKI Jakarta yritu Kcpala Bidang
lnfomnsi Publik. Kcpala Bidang M€dia Massa,
serta Kcpala Seksi Inlbmrasi Publik. Sementara
pihak-pihak lain yang tcrkail dengan kehumasan
di Pemprov DKI Jakarta, dan menjadi
stakeholdet Diskominfomas adalah infomHtr
sekunderdalam penclitian ini.
2. ObjekPenelitian
Penelilian ini berusaha mengkaji dua hal-
Pertama bagaimana signifikansi rcorganrsasr
dilaksanakan di Pcmprov DKI Jakarta. Kedua
baga imana  pem be  rd  a  ya  an  humas  d i
Diskominfomas Pemprov DKI Jakarta setelah
kebijakan reorganisasi kehumasan dilaksanakan.
Kedua hal tersebut dianggap cnting oleh peneliti
karena pemahaman lenlang pemberdayaan
humas akan berkaitan dengan misi Pemprov DKI
Jakarta melakukan reorganisasi kehumasan di
Pemprov DKI Jakana.
3. TeknikPengumpulanDrta
Pengumpulan data dalam studi kasus dapat
diambil dari b€rbagai sumb€r informasi, karena
studi kasus m€libatkan pengumpulan data yang
"kaya" untuk membangun gambaran yang
mendalam dari suatu kasus,
S€cara umum. dala diperoleh d€ngaD
menggunakan cara sebagai berikut :
a. Observasi
Teknik ini adalah teknik utama yang
dildkukan dalam pcnelr0an deskripl i f .
Kegiatan observasi yang dilakukan tidak
hanya terhadap k€nyataan-kenyataan yang
terlihat, tetapijuga terhadap yang di dengar
Berbagai ungkapan yang terlontar dari
informan baik secara di sengaja maupun
tidak di \engaja dalam percakapan sehari-
harijuga termasuk dari kenyataan yang bisa
diobservasi.
b- WawancaraMendalam(i -depth intemiew)
Wawancara adalah bentuk komunikasi
antara dua or?rng, melipatkan sesseomng
yang inginmemperoleh informasi dari orang
la  i nd  engan  mcngaJukan  be rbaga i
penanyaan-penanyaan,
Secara garis besar, pertanyaan - pertanyaan
dalam wawancara diharapkan dapat
menjawab tujuan penelitian sebagai bedkut :
1. Alasan masih lemahnya posisi humas di
Pempro\ DKI Jakana pasca reorganisasi.
Mekanismc peran dan fungsi humas di
Pemprov DKI Jakarta pasca rcorganisasi
2. Pola pemberdavaan humas di Pemprov
DKI Jalarta (panduan wawancara secara
lengkap dapat dililat pada lampiran).
c. Pencatatandokumen
Data yang diperoleh dari poncatatan
dokumen berupa cuplikan. kutipan,alau
p  e  n  g  g  a  i  a  n  -  p  e  n  g  g  a  I  a  n  p rog ram
Diskominfomas, Rencana Pembangugan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serla
payunts hukum ) ung m(l" lrrhel.rkJngi
lerbitnya peraturan pcrundang-undangan
lcntang reorganisasi di Pcmpfov DKI
Jakarta.
d. Catatan lapangan
catatan lapangan dilakukan penulis untuk
menuliskao dan mcnggrmbarkan seriap
kejadian yang dianggap penting di tempat
penelitian, agar data yang dihasilkan sangat
akual.
4, SumberData
Sumber data yang diperlukan meliputi data
primer dan data sekunder yang dapat dijelaskan
sebagaiberikut:
a. Dataprimer adalah data yang dipcroleh dari
lapangan dalam bentuk wawancara terbuka
dan mendalam. Teknik ini digunakan untuk
mendapatkan data yang lebih lengkap lagi
bagi keperluan analisis yang diperoleh
langsung dari pihak yang terkait. Dalam hal
ini di lakul,an lerhadap infonnan )arru
Kepala Bidang Media Massa, Kepala
Bidang Informasi publik, dan Kepala Scksi
Informasi Publik. Data primcr ini nencakup
tenlang bagaimana humas diberdayakan
setelah reoryanisasi d Pemprov DKI Jakarla
dilakukan.
b. Data sekunder adalah data yang diperolch
secara tidak langsung dari rcsponden atau
data yang menjadi penunjang yang relevan
dengan penelilian, scperti hasil pcnehtlan
terdahulu yang t€rkait dengan penelilian.
kajian pustaka dengan membaca buku,
jumal, intemct, dan artikel serta dokumen
yang diperolch dari Diskominfomas
Pemprov DKI Jaka(a, Kenendagi, serla
data statistik dari unsur t€rkait laiDnya.
Pengumpulan data sekunder dari sumbor
sekunder yang dilakukan sebelum atau
bersamaan dengan studi lapangan dapat
mempercepat p€mahaman peneliti lentang
kondisl lapangan sena rnformasr apa.ala
yang harus dikumpulkan.
PENTI}AILASAN
l. Humas Pemprov DKI Jakarta Pasca
Reorganisasi
Semangal relbrmasi birokrasi melalui
pe ramp ingan  s t ruk tu r  o rgan i  sas i  t e lah
mcnempatkan humas dalam posisi kedinasan
setclah dua periodc Gubemur s€bclumnya
ditempalkan pada lliro Humas dan Protokol.
Terkail pcranpingan struktur, humas Pemprov
DKI Jakana bcrada di dalam unsur kcdinasan
yaitu Dinas Kominlbmas dcngan pimpinan nya
..orang e.elor dua yairu Kepale Di-oas. Drnac
Kominfomas merupakan pcnggabungan dari l)
Biro Humas dan Protokol . 2) Kantor Pengelola
Tchologi Inlbrmasi (K?TI), sena 3) Pos dan
Tclekomunikasi.
Adanya penggabungan ini tentunya
berdampak pula pada pola kerja, karena lalar
belakang bidang pekeiaan yang benar-benar
berbeda. Dimana Biro Humas dan Protokol
bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat
sedangkan KPTI lebih pada pekerjaan di
belakang meja. Karena perbedaan karakter
bidang p€kerjaan itulah maka humas seringkali
dinilai lamban olel], stakeholder dala-'n proses
fenyampaian informaqi kepada publi l  cucu
Kumia, Kepala Bidang Informasi Publik
Pemprov DKI Jakarta menyatakan,
"Dinas Kominfomas inikan nerger an dari
heh.rapa rnrt ydng menurl l l  rupoksinla
scpeni bumi dan langil yaitu KPTI , Birc
Humas, drn Fungsi Telkom (sanditel).
Mcnurul saya, bcrdasarkan tupoksinya,
sangat boda karaktemya. Humas lebih
ekstcmai, KPTI dan Sanditel sangat internal
.efcni menBolah dara. Hingga rampal
sekarang, susah dibaur. Karena pada
dasamya KPTI adalah orangll,lebib bicara
pad.l so|iwdre. Sementara orang H\rmas
lebrh keprda pengguna l l .  tapr berfungsl
sebaSai ekslemal /€/alioflr. "
Tmp lemcn las i  I eb r takan  reo rgan isas i
perangkat daerah di Pemprov DKI Jakarta terkait
penggabungan humas dengan unsur lain adalah
semata-maia karena minimnya pemahaman dan
pengetahuan penyelengga.ra pemerintah atau
pimpinan daerab )ang kurang terhadap posrsi.
peran dan fungsi kehumasan. Pada era otonomi
daerah, penempatan humas di lembaga
pemedntah daerah benar-benar tergantung pada
se jauh  mana  p imp inan  dae rah  a tau
pcnyclenggara pemorintah memahami atau
mcnjiwai kehumasan. Sepeni dinyatakan oleh
E lv in ,  Kepa la  Bag ian  Humas  d i  Pusa t
Pcnerangan Kemcndagri,
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"Scjak otonomi daerah, unsur orgamsasr
pemerintah di daerah tidak harus sama
dcngan pusal. Ada peny€suaian dengan
landasan PP No.41 tahun 2008. Dalarn PP
tidak dtelaskan bahwa humas pcmerintah
harus bemda di Biro, Puspen, atau lain
scbagainya. Yang pasti, p€mcrintah da€rah
harus mcnyelenggaiakan umsan wajib di
bidang komunikasi dan informasi- Salah
satuny4 adalah tugas-tugas kehumasan-"
Pada PP tersebut juga tidak disebutkan
bahwa P€merintah Daerah harus menempatkan
humas pada Biro Humas, Pusat Penerangan, atau
lain sebagainya- Tapi yang pasti, di levcl
komunikasi publik, Pemerintah Daerah harus
menyclenggarakan urusan wajib di bidang
komunikasi dan inlormasi. Sekamng ini.
Indonesia memiliki daerah otonom berjumlah
530 yang t€rdiri dari 33 prcvinsi, 93 kota,6
kabupaten / kolaAdminstntif (DKI Jakarta), dan
398 kabupaten. Masing-masing daerah tenebut
harus menyelenggarakan urusan waj ib
komunikasi dan informasi, yang disesuaikan
pencmpatannya pada struktur organisasi di
p€merintah daerah yang benangkutan.
Berdasarkan pengamatan penulis dari
berbagar .umber bail hleratur maupun ob\ervasr
ke beberapa daerah, penempatan humas pada
struktur organisasi benar-benar tergantung dari
pemahaman terhadap peran dan fungsi humas rtu
sendiri. Karena pemahaman p€jabat publik atau
penyelenggara pemerintah di setiap daeuh
berbeda-beda, termasuk pada fungsi k€humasan,
maka apresiasi mereka prm berbeda pula.
Posisi humas pasca rcorganisasi perangkat
da€rah di P€mprov DKI Jakarta telah membual
humas leluasa melakukan kewenangan kepada
wilayah (walikota) di seriap kola adninistrasi
Jakarta. Secam efisiensi organisasi humas telah
ditata ulang dengan baik struktumya, menjadi
ramping dan efisien. Seperti yang dinyatakan
oleh Kasudin Kominfomas Jatarta Pusat yang
ikut membidani lahimya Diskominfomas,
"Dari sisi koordinasi dan pelaksanaan tugas
ke  humasan ,  r eo rgan i sas i  t € l ah
m€mberdayakan humas karena humas di
Diskominfomas (Provinsi) dapat dengan
leluasaberkoordinasi dengan humas di Suku
D inas  tW i layah  ) .  Seca ra  e f i s i ens i
organisasi, penataan ulang stnrktur di humas
sudah baik. Tetapidarisjsi efekifitas, humas
be lum b i sa 'mengawa l '  keb i j akan
Gubemur,"
Menuiut Yuswil, meskipun telah diangkat
seorang juru bicara, namun program dan
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kebijakan Cubemur lctap belum efektif sampai
hingga kc lingkat wilayah, apalagi kclurahan.
Karcna, juru bicara yang diangkat tersebut
bertugas'Drenjurubicarai '  Gub€rnur. bukan
Pcmprov DKI Jakan". Sedianya, jLrru bicara
sebuah pcmerintah dactah adalah humas. Oleh
karea ifu, program dan kebijakan yang Pemprov
DKI Jakarla. sulit digcloktularkan oleh Humas di
Diskominlbmaske Sudin di wilayah.
"Tidak ada mekanism€ getok tular dari
Provinsi unnrk mengamankan opini publik
dlau Incngamankan (i ;bcmur dari .r.r
pcncilraan. Jadi kalo sekarang Gub
teDuruk. gak jrlga...ini terhalang karena
agenda mcdia. Yang bisa membantu adalah
program kehumasan! di getok tularkan
hinggake wilayah...."
Berdasarkan p€ngamatan pcnulis di
lapangan, pengaiglatan juru bicara di Pemprov
DKI Jakarta pasca reorganisasi kehumasan
merupakan salal salu upaya pimpinan tinggi
Pemprov DKI Jakarla untuk pembcrdayaan
humas. Bcrbeda dengan pendapat Yuswil yang
menyatakan bahwajuru bicamini diangkat untuk
'menjurubicarai' Gubemur bukan Pemproy Rmta
A.Imron, Kabid Media Massa Diskominlomas
menyalakan,
'  Juru bicara didngkar karena lamlah saja,
merniliki ked€katan dcngan Pak Gubemur.
Jika Prcsid€n memi liki juru bicara dan di SK
kan, juru bicara Pcmprov DKI hanya
bersandar pada struklur yang ada.
Kebetulan bidang informasi ada di bawah
Pak Cucu, maka itu tupoksi dia. Fungsijubir
itu harusnya da di kepala dinas, tapi kaml
tidak pcmah memiliki kepala dinas yang
pahamkehumasan,.."
Semcntara itu, Anita, Kasie Media Massa
Sudin Jakarta Selatan yang telah lama rn€lakukan
tugas kehumasan. sejak humas masih di Biro
Humas Protokol Pemprov DKI Jakarta,
menyalakan pendapatnya t€ntang keberadaan
Juru Bicara yang diangkat Gubemur pasca
reorganisas i humas;
"Jubir yang diangkat cubemur belum
menggunakan strategi ata\r pola yang
terencana dalam menyampatkan i formasi
kepada masyarakat. Aninya Jubir dalan
menyampaikan i formasi belum dibarengi
dengan dampak dari rcaksi yang akan timbul
di masyarakat sehubungan dengan
penyampain i lbrmasi tersebut"
Untuk menghindai dampak yang ridak
d i i ng inka r  re . ka r r  nen )  ampa ian  i n fo rmas i
kcpada masyarakat, menurut Mcnurul Clutlip.
Center, dan Broom (2006:320), Public Relationt
pc r l u  me la \JkJn  l "ngkxh  l anCkah  . .  h r ! J '
bcrikut;
L Mendefinisikan permasalaban. Langkah
pcrtama ini mencakup pcnyelidikan dan
menanlau pengctahuan. opini. sikap. dan
pcrilaku pihak-pihak yang terkait dcngan.
dan  d i penga ruh i  o l eh ,  t i ndakan
dankebijakan organisasi.
2. Pcrcncanaan dan Prograrn Inlbrmasi yanS
d i kumpu l kan  da lam l angk ih
pertama dip€rgunakan untuk membual
klrputusan lcnlanp program DUblik..trategi
tujuan, tindakan dankomunikasi, taktik. dan
3. Aksi dan komunikasi. Langkah kctiga
ada lah  m  e  n  g  i  m  p  I  e  m  e  n  t  a  s  i  k  a  n
program ak.i dan komunrka.i yang drdesarn
untuk mencapai tujuan spesifik untuk
masing-masing publik dalam rangka
mencapai tujuan program.
4. Mengevaluasi program. Langkdh terakiir
dari proses ini adalah melaL-ukan penilaian
alas persiapan, implemenlasi, dan hasil dari
progmm. Pcnyesuaian akan di lakukan
sembariprogram dijmplemenlasikan. dan
disasarkan pada evaluasi atas umpan ballk
lcntang bagaimana program ilu bcrhasil arau
tidak.
Sccara faktual, penulis mengamati bahra
d"lam n)el-kukan pro5es pen) ehdrdn ini l i \rnr. i
program dan kebijakan. humas Diskominfomas
harus bckerja sama dengan unil teknis yang
memiliki dala tcknis tentang program dan
kebijakan. Tidak semua unit teknis bcrbagi
inlonnasi teknis kepada humas, hanya saltl dua
saja yang bekerja sama dengan humas. Bclum
lagi, fungsi humas masih terhambat dengan
kualitas SDM yang ada di Diskominlomas.
Terkail  hal ini,  Cucu Kumia, Kabld Inlorma'i
Publik Diskominfomas menyatakan;
"Untuk penyebaran informasi kepada
masyarakat, ada bebenpa SKPD yang sudah
berkoordinasi dan melakukan program
lomunikasi dlau keP an dan herko,,rLj inrsi
dengan kita. ltu pun baru satu tahun
bclakangan i i dan itupun selelah Gubcmur
mcmbedkan instruksi pada SKPD ilu unluk
berkoordinasi dengan humas "
Komitnen Gubemur terhadap kehumasan
tidak hanya melalui perampingan struklur
kehumasan ,  pengangka tan  j u ru  b i ca ra ,
namun hingga ke tataran teknis. Koordlnasl
anlJrd -n ir relni. alau SKPD dengdn hu-nc.. juga
hanrs dilakukan sctelah insfuksi dari Cubomur
kep r ,1 "  J rn r .  t ekn i s .  Ka r , r -  h i rggJ : r r t  I n r .
cgoscntris !cdinasanmasih sangal kental terjadi
di Psmprov DKI Jakarta. Kondisi lcrscbul
rn  c  ng  i s , va ra tkan  bahwa  humas  bc lum
scpcnuhnya dihargai oleh stdie,lroldel- k ususnya
unsu r  t ekn i s .  J i ka  Gube rnu r  t i dak
mcng ins l r uks i kan  un i t  t e  kn  i s  un luk
bcrkoordinas dengan hunas. ma|a penyebaran
inlbmlasi sclalu dilakukan oleh unit tcknis
scnd i r i .  Ha l  i n i  akan  be rda rnpak  pada
pemahaman maslarakat lang kurrng lerhadap
program dan kebrj akan yang d isebarkan oleh
Pemprov DKI iakarta. Humas sendiri ),ang
akhimya akan dinilai sebagai instilusi yang
teman.
Di beberapa media massa, hr.rmas Pcmprov
DKI Jakafia sering dinyatakan lemah dalam
melaksanakantugasnya. Dengankomplcksitas
permasalahan yang ada di DKI Jakarta, humas
dituntut untuk responsildalam enangani setiap
pemberitaan dan isu menyangkut progran dan
kebrjakan yang diluncurkan oleh Pemprov DKI
Jakarta. Dediated prograr yaitu program-
progran unggulan seperti Banjir Kanal Timur,
pcnalaan transportasi. pengendalian baniir. dan
Iain scbagainya membutuhkan kecepatan dan
ketepalan humas unluk mcngelola irrfomrasi dan
mcnyebirkannya lepada mas) ardlat. KIrrrJJ
humas yang lcmah pasca rcorBanisasi mcndapat
pcrhatian diri Gubcmur.
Mengenai kinerja humas yang masih lcmah
pas\c rcurgdni.asi. Kcpald Bidrnt Informisl
Publik Diskominfomas menvarakan ;''Jika memang disebut lemah, mcmang
humas masih lemah. Titik piurgkalnya
adalah kuangnya lrlllirgr?er.r SKPD untuk
mem PR kan kegialan mereka. Tcrlcpas kita
punya fungsi humas di Diskominfomas,
te tap  sa ja  SKPD wa j i b  me lakukan
komunikasi kepada masyamkat. Karena
mereka adalah iembaga independen yang
tid.rk perlu tergantung kepada humas.
Karcna humasnya sendiri dalam hal ini
SKPD sudah hidup, maka SK?D dalam hal
ini Diskominfomas akan konsentrasi
mclayani pimpinan. A'dr, disini, yang
sulitnya adalah karena Humas seolah-olah
fungsi humas itu miliknya Dinas Kominfo.
Menurut saya, Dinas masing-masing harus
punVa pemn kehumasan,''
B  e rdas  a rkan  pengamatan  penu l i s ,
kelemahan humas tidak hanya disebabkan oleh
kurangnya n.illiningzess SKPD untuk mem PR
kan program dan kebi.jakan pemerintah. namun
karcna ada senlacan ego sentris kedinasan,
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S€jak Hrunas berada di Biro Humas dan Protokol,
kondisi ini telah teiadi. Begitu pula halnya
ketika terjadi penataan ulang organisasi di
Pemprov DK] Jakarta, humas lidak dapat dengan
lelu.r-a nerJrlalken sharing rnlormd5' dan unrl
tekms.
2. Pemberdayaan Humas Pemerintah Pasca
Reorganisasi
Asp€k Kelembagaan
Era  re fo fmas i  yang  bc r i n t i kan
demo\ -a l r . a .  .  l  an \ l d ' an \ r  ddn  .up rcma. i
hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) lelah
mengubah paradigma baru dalam aspek
kelembagaan Humas khususnya dan layanan
bidang komunikasi dan inlormasi dari
pemerintah pada umumnya. Reposisi dan
reaktualisasi tersebut idak hanya menyanglcrt
masing-masing lembaga kehumasan pemeintah
tetapi juga menyangkut hubungan di antara
l€mbagalembaga kehunasan pemerintah, dan
juga hubungdn dengrr lembaga tau komunita.
di sekitarnya, termasuk hubungan dengan
komunilas pefs dan masyarakat secara luas
(Muarif daiam Harlono; 2007).
Seiring dengan perkembangan lekrologi
informasi dan semakin menajamnya spesiiikasi
dan spesialisasi di bcrbagai bidang ilmu
pengetahuan, menimbulkal sernakin bcragam
pJla runlulan publik akan ieri .  ' r lbrmd.'.
Kondisi demikian juga mengakibatkan scmakin
beragam pula kebutuhan institusi layanan
infomasi yang harus diadakan, baik di instjtusi
publ ik maupm instinrsi privat.
Di institusi pemerintahan pusat dewasa m1
setidaknya terdapat enam jenis instit$i layanan
informasi publik yakni;
- Public Relatiotis, di Indonesia dikenal
dengan Hubungan Masyarakat atau
disingkat Humas;
- Pusat Penerangan, nomenklatur yang
berlal:u di lingkungan TNI, Kemendagri
- Pusat Informasi, instihrsi yang diadakan
secara khusus untuk mensosialisasikan
informasi spesifik, seperti misalnya Pusat
i n  f o rm  a .  i  HAV ,  Pu .a l  i n f o rmas i
Kehutanan, Pusat Infomasi dan Humas
Depdihas, dan lain-lain;
- Pusat Pen).uluhan, institusi yang dibentuk
secara khusus untuk mensosialisasikan
infonnasi teknis, seperti Pusat Pen,'uluhan
Hukum, Pusat Pen]'uluhan Pertanian;
- PusatDoLumentasidanPelpustakaan,dan
- Pusat Daia dan Informasi; serta nama lain
dalam fungsi yang sama. (LIN, 2004.)
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S€pefti halnya di Pemprov DKI Jakarta,
humas sebelunnya beruda dibawal Biro Humas
dan Protokol. Pada hakekatnya protokol dan dan
Humas adalah dua subtansi yangberbeda, bahkan
diantara keduanya tidak saling berkaitan sccara
na'eria'.  \rrun ketlurnla nempurlar tung.i
satu arah. yakni mcngcmban hasral alau
keingjnan untuk menampilkan dan atau
mcmbmgun ilnagc/citra yang gcmilang di tcngah
masyarnkat (AhyatMAwe daiam Hartono: 2007)
Pemberdayaan dafi aspek kelembagaan
HuDas atau layanan informasi pemedntah
sebaiknya ditujukan kepada konsep manajcrial
alau konscp humas dalam posisi yang strategis.
Sclama ini di Pcmprov DKI Jakarta, humas boleh
dibilang sebagai 'tempar buargan', atau tempat
yang tidak tepatuntukmeniti karir.
"...Jilaada pegawaihumas yang bensal dad
Bappeda, credit point nya tinggi sekali. Karena
mcmang mungkin dia dianggap scbagai pemikir,
p€ rencana .  dan  l a i n - l a i n .  P  adaha i ,
implementasinya kurang rdrgel. Sekarang,
kcpala kcpala dinas, tcnnasuk Kcpala Dhas
Kominfomas, bcrasal dari Bappcda- Humas
belur d l 'zrg:rr ,er:rgl terrprt urt r l  rangk" an
promosi dalam meniti karir.."
Kondisi faktual lain yang ada di Pcmprov
DKI Jakafla adalah pimpinan humas selalu
ditempatkan dalam jangka waktu yang pendek.
Pcjabat lrrrmas clalu daiang silih bcrganti. Jika
tidak karena ditempatkan di humas menjelang
pensiun, atau pejabat tcrscbui tidak memiliki
kualitas yang baik di dinas lain. Jika ada yang
memang berlualitas, pimpinan te$ebut sangal
cepat diganti dan dipindahkan ke Lmit atau
wilayah. Scpcfli terjadi di masa Kepala Humas
Bapak Muhayat yang dianggap sukses
menja JnJ,fi furg.r 1'unas dan juru birara
Pemprov DKI Jakarta. Beliau dengan cepat
dipindaikan menjadi Walikota Jakarta Pusat
hingga pensiun menjadi Sekda Provinsi DKI
Jakarta.
Banyaknya pihak yang tclah melihat humas
pemerintah'seb€lah mata' khususnya di
lingkungan Pemprov DKI Jakarta, dibutuhkan
upaya pemberdayaan m€lalui reposisi rurtuk
mengembalikan posisi Humas sesuai dengan
habitatnya, yakni dekal dengan para pengambil
k  e  p  u  t u  s  an  /  k  e  b  i  j  ak  an .  D  e  n  g  a  n
mempertimbangkan kedekatan pimpinan maka
segala hal yang berkaitan dengan masalah
keputusan dan kebijakan lembaga dapat
dimengerti dan dipahami secara benar. Kondisi
iru dirnungkinkalr -pabila Humas mcmpuryai
peran dalan memberikan masukan dan
pen:nbangd p,da pirnprr"r. Dr \arrprng ru
s c b a g a i  p e l a y a n  i n l b f m a s i  H u m a s  p c f l L r
mclakukan f , , , ,  I t / , t '  T ' t t / ; ,  e .rnrn' ; t . t , " t ,
(komunikasi  l in lbal  bal ik).  Scla a ini  posrsl
Humas secara sl I 'Lrktur r emang belum opl iml l l
dan sering disanrakan deDgan fungsi "pernadanl
kcbakaran". yakni dimaksudkan sebagai upl|ya
m e n g a t a r i  n r . i \ r l a h ' c t t l , r h  . r d "  p e r i . t i t t . ,
Reaktualisasi HumasdimaksudkanarahD)'a gunr
mengikuti pcrkcrnbangan actual tcrkini dalirnl
dimcnsi kenegiira.rn ),akni berupa reibnnasr
(transparansi, denn)ktutisrsi- dan pencltakk n
hul-um).
Idealn),r  nrcnurLrt  tcor i  kehumasan slruktur
yang semakin t inggi akan selalu mcmpunyrl
akses kcpada pinl l inan dalam membcnkan
pe(imbangan alau kcpu(usan yang akan diambil.
KemudiaD kcbcradaan sltuklur yang reudah
benmplrkdsr kcpada arrggararr )ang rcl : r l r f  Ju6r
rendah, kondisi dcmikian akan sangal ,iulit
membuat kegiatan-kegi lan keHumasan larg
seharusnya mcniadi tugas pokoknya unluk
dikerjakan secara optimal. Saal ini memang
humas telah din ikkan posisinya merladi t )rnas.
namun daiam hal kLrasr anggaran. humas masih
j a u h  t e r t i n g g a  I d c n S a n  ' r e k a n '  n v r  ( 1 1
Diskominlbmrs. ){r i1u KPTI dan Sandi lc l .
Aspek Sumbcr Daya \ lanusia Di Bidang
Humas
Dinen. i  l ( l l r l - inJan Sumbcr Da\r nr.rrrr . i . ,
(SDNO terkail dcngan dimensi kuanlrtas dan
kual itas yang da larn b nt.tk hal selalu disinggung
oleh para inl i l rman dalam pcncl l t ian Inr.
Lemabnya SDM kchumasan pasca reorg nrs sr
telah merbuat pimpinan di Diskominlbmas
scndiri mel akukan tcrobosan lain. Kcpala Bidang
Mcdia Massa Diskominfornas, tunla A. lmrrn.
menanggapi lerrahnl..a SDIVI yang ada dcDtlID
upaya mclakukan pcndampingan olch parr
praktisi atau akadcrnisi yang sangal kompelcr dl
bidang humas. Scmcntara Kabid lnfor'masr
Publik Cucu Kunria. han_,-a mcmberda]_akan
SDM kehumasan yang berusia di bawah 30
tahun. Karcna, disamping bclum'terkontaminasi
oleh buruknya budaya birokrasi, SDM pada usra
te$ebut memiliki kemampuan dan scmangat
juang tinggi unluk nelakukan tugas{ugas
kehumasan,
Kondisi lcmahnya L:ualitas kehunasaD pada
SDM Diskominfomas, bukan hanva pada level
staff  saja, namun pada pemahaman dan
p e n g a l s m a n  p r m p r n a n  D i 5 k o m r r f , ' m l s  i l J
sendiri. Seperti yang dinyatakan olch Hunus
S e t w a n  D P R D .  b a h $ a  k e b i J a k a n  t r d a k
memasuklan malcri kehumasan ke dalam diklill
penjenjangan mcrupakan kesalahan bcsrr di
Pemprov DKl lakarta. Ndmun- ket ika pcnul is
nrcncari inlbrnasi rcfk|rt m lcri kchumasan di
lcmbaga Dikirl Pcnrpft)v l)KI Jakarta, Kepala
I) ik lal  Fungsional nrcn),ahkirn.
'' Ilcrclasarkar riasukan dnri berbagai SKPD di
I'cmpro! DKI Jakal1a. tcrkilit kcpcnlingan mana
vang nlcndcsak bagi prra pcjabal yang
nt 'n -bnkrn p(nJ:,1: \Jrr  f \ .1) icni .rnedn. mdreri
lcntang percrcaiaan ang-qatuD dan keuangan
dacrah adalah priorila\. Hunras tidak termasuk
_,-ang diutarlrkan rl.rhm m tcri diklal"
K c r r . .  n t , r . -  , r { l J l r . r  n c n d r d r k J n  r n r
dianggat sebagar brhrn drsaf dari Humas untuk
l n c l i r k s a i a k a f  l u g a s  d r n  f u n g s i  y a n g
sesungguhnya scrta rrcnrnrbirh pcnuhaman
kchumasan bcgi pinl f inan arau pejabat di
liDgkungan Pelnpro! DKLlakrl1a sehingga Pn-
r1iv, mudah terbenluk.
Aspek Lalanan Informasi
Walaupun telah lcrjadi pcrubahan pada
strukluf organisasi di bidang kehumasan, dan
h . . r n a .  d i  I ) i ' k o m i - t o n r .  r ( l r h  m c m i l i \ i  g a r i .
kon ndo dcngan Sudin Kominlbnas di wilayah
atau \valikolr. Damun tanggung jawab bcsar
L r r l u k  m e n g e n r b  n g k a n  k o r n u n i k a s i  o a n
inl i )rnlasi  lcrkai t  pcnycblr iul  progGm dan
kcbiirkan PcDrprov I)Kl .lirl rla lidak terlepas
darj  un\ur teknrs {SKI ' j l ) l  dan unsur udayah,
lcc amalan. h ingga ke kclura h:rn
Scbagai darnpak dari lcmalrr)va humas
Pcmpror bcrfungsi untuk ntcmbanlu Gubemur
( l a l a m  m e n y a m p r i k a n  p r o g r a m  d a n
kcbilakanr,va. humiis di (iap wilayah hingga
kelumhan pun diiistruksikan LLntuk melal1tkan
pcnyebaran inlbrmasi sccara mandiri, tidal
lcrgantungpada I) iskorninlbmrs.
Proscs pcnycbaran inlbrnasi pcmcrinlah
)ang di lakukan olch humas wi layah atau
kccamatan lingga kclurahan. terkait dengan
komilmen Gubernur unluk mcnciptakan
k e t e r b u k a a n  i n f o r m a s i  d a n  k e b e b a s a n
mdsyarakat m.ngakscs informasi hingga ke
tingkat keluraharr.
Hambatan yang seringkhi dialami oleh unit
teknis ini adalah ba yaknya media yang selalu
menghambat kinerja Dinas Perbubungan.
Kondjsi  in i  dipcrparah dengan kurangnya
p(ngclahucn d.rn pcmaharnan Kepala Sudin ini
alas tugas dan fungsi vamg dijalankanolehHumas
Pro\insi terkait koordinasi alau tanggung jawab
dalam pelayanao infomlasi kepada publik.
Lemahnva koordinasi bagi pelayanan
informasi merupkan kcndala yang tidal dapat
diatas hanya dengrn pcrampingan slruktur
orga lsasi .  Mcnurur MooIcy (Sutano, 1993: l4l  )
yrn g dnnaksud dcn gan koordinasi adalah;
''_lhe ofde y nnango,ncnl ofgroup cllort, to
8 l
providc unity of action in the pursuit ol a
common purposc," (Pengaturan usaha
sekelompok orang secara leratur unluk
menciptakan kesatuan t indakan dlam
mengJ.ahalJn rerfaprrn) a \Jdru rujuan
bcrsama)."
Suia o (1993:152) mengatakan bhwa
koord na'rdapar drlak,i .rn Jenean bcrbagd fara
a am 1a1n:
L Mengadakan pertemuan inlormal,
seperti salingberlukarpikiran
2. Pertemuan lonnal seperti rapat kerla,
rapatkoordinasi.
3. Mcnciptakan hubungan lewat media
masca mdupun5drana relekom Jnika5i
4. Membuat edaran maupun buletin kepada
uniFunitkerja.
Untul mcmbcrdd)akan perdn ddn l lrngsi
hrunas pasca reorganisasi, humas di wilayal
Jakarta Selatan merupakan contoh yang tepat
dalam menj alankan koordinasi kehumasan.
"Kami sudah melakukan koordinasi dengan
irstansi terkait dilingkungan Pemedntah
Kota Administrasi Jakarta Selatan guna
mendapa t  na .u \ : rn , l a ta , l a r  rn i ron r , i
terkait hal apa saja yang sedang dilala*an
olch uniFunit diiingkungan Pcmcrintah
Kola Administiasi Jakarta Selatan. Melalui
pertemuar ir i .  dapdl digdl; ir forma.i
informasi yang kiranya dapai diteruskan kc
masyarakat au public.
Layanan irdomasi pemerinlah merupakan
hal )ang .angar dibJtuJ an .ena menfunld'
pemnan yang penting dalam bidang polilik,
ekonomi dan so5ial Apdldgi di era inform"cr
sekarang ini, kebutuhan inlonnasi scmakin
meningkat, bukan hanya menyangL:ut kualitas
inlomasi yang dituntut untuk akurat, dan
terpercaya; tetapi juga kualitas pelayanamya
dituntut untuk dapat mudah, dan cepat
didapatkan. Dalam kondisi yang demikian
kewajiban pemerintah dalam menyampaikan
informasl (obligdtion to tel, kepada masyarakal
teEsa semakin berat. Hak masyarakat untuk
mengetahui (rights to k ow), khrJsnsnya
informdsi dari pemefinlab semakin r inggi.
semenrtara j aringan informasi pemerintah belum
terbangun secam mantap,
Upaya  D i skom in fomas  da lam
memberdayatan pelan dan fi]ngsi k€humasan
untuk layanan infomasi kepada publik adalah
deng  an  d i b  an  gunnya  s i t us  be r l t a
www.beritaj akafia. com se a situs jej aring sosial,
dan layanan hotl ine aspiras i.
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MOI}EI, PE&{N DAN FL-NGSI Kf, HUMASAN
S[j'TILAII RIiORGANISASI
Model yang telah dirancang oleh penulis
dalam konteks penelitian ini ielah melalui proses
pcngamatan dar pengalaman secara langsung
selama melakukan penelitian terkali humas
pemerintah di Pemprov DKI Jakarta, lembaga
leninggi dalam lro.e5 pen)cbdran informrsj.
Dalam prakteknya, humas mcmang belum dapat
menjalankan pcran dan lungsinya, sesuai tupoksi
yang ada di Perda no. 3 tahun 2008 (Lampiran).
Karena. secara tckis, humas membuluhkan
bagian teknis (SKPD) scbagai penyuplai
inlonnasi teknis.
K,)nJi. i  terebut elah mendoront pimpindn
tinggi di Pcmprov DKI Jakarta untuk
mcmberdayakan  humas  dengan
menginstnrksikan sciuruh jajaran dan pimprnan
yang ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta
untuk berperan sebagai humas. Sama halnya
dengan pejabat di seluruh wilayah Kota
Adminislrasi Jakarta hingga ke t ingkat
kecamatan dan kelurahan, semuanya harus
bclperan sebagai humas. Komitmen Gubemur
untuk menekankan kepada pejabat2 €seleon
terbawah (camat, lurah,) untuk mampu
mengungl:apkan tugas kehumasan mempakarl
tantangan sekaligus peiuang bagi pemberdayaan
humas di Pemprov DKI Jakata. Jika hal ini
dijalantan dengan baik, maka proses penyebaran
informasi kepada publil akao lebih cepai, dan
masyarakat akan memahami informasi yang
disampaikan sehingga partisipasi publik terkait
program dan kcbijakan Peme ntah akan
terwuj ud. Dari model yang telah digambarkan di
a tas .  pemberdavdan  kebumasan  j uga
memerlukan upaya peningkatan kualitas SDM
melalui pola rekrutmen yang tepat, peningkatan
jumla,h anggaran kehunasan, dan komitmen
pimpinan untuk selalu melibatkan humas di lev€l
( lrrregis. seperl i  dirkur.enakan dalam mpim.
Pf,NUTUP
3.1. Kesimpulan
L Pcnataan ulang struktur organisasr atau
reorganisasi humas di Pcmprov DKI Jakana
tclah menempatkan humas dalam unsur
kedinasan. Dari sisi koordinasi dan
pclaksanaan fugas kehumasan, reo+iiLnlsasl
telah menberdayakan humas karena hunas
di DiskomiDfonas (Provinsi) dapat dengan
leluasa bcrkool dinasi dcngan humas di suku
Dinas (wilayah). Ada l'ungsi koordinasi dan
rirrg.r ,r,mar J, .  JJLI . . i .ara cf isicn\i
organisasi, penataan ulang stnrktur di
humas sudah baik. Tetapi dari srsr
efektifitas, humas belum bisa 'mengawal'
kebijakan Gubcmur. Meskjpun telah
dangk r t  . e , * " rg . i J ' L r  b r .a ra .  l c r Jp  . r . i d
l ' u rnas  ma5rh  d r " rggd t  cmah  K : r ' en " .1 . . r . .
bicara di Pemprov DId Jakarta tidak
berhrgas €bagai jux bicara Pemprcv DKI
Jakarta. lapi scbagai juru bicara Gubemur
Sedianya, jtllx bicara Pemprov DKI adalah
humas.
2. Melalui p€nalaar ulang pcrangkel dacrah
atau reorganisasi, humas ditempalkan di
D inas  Komun ikas i  I n lb rma t i ka  dan
Kchumasan (Disko1]l infol1las) clclah
sebelumnya berada di Biro Humas dan
Pro loko l  Hu  r< rs  na5c . ,  ren rgon : , j . :
dihadapkan pada be.bagai macam persoalan
baik secara intemal rnaupun ekstetnal. Ha1
rn  be 'oa rp " \  p -da  rng .  h r r r r r ' . r ' ug '
pcnycbar  i n fo rmas i  dan  kcb i j akan
pemerintah yang lidak naksimal selingga
upaya membangun kepercayaan masyarakat
mclalui pclayanan infonnasi belum dapat
diwujudkan.
3. Reorganisasi yang dilakukan Pemprov DKI
Jakarta untuk menata ulang fungsi huuas
melalui perampingan struktur. merupakan
komitmen pimpinan tinggi ,vang sangat
memahami art i  penling humas unlLrk
melayani publik terkail  pcnyebaran
informasi pmgram dan kebijakan Pemprov
DKI Jakarta. Fungsi humas dibcrda)'alan
d imana  humas  dapa t  memb€r i kan
penjelasan langsung kepada masyarakat
me la lu i  pe ran  j u ru  b i ca ra  Da lam
menetapkan strategi kehumasan, humas
lerkadang dilibatkan pada setiap Rapal
Pimpinan (Rapim)
4. A[ggaran atau dana yang tersedra LLntuk
kcgiatan kchunasan masih sangal terbatas
nanrun dernjkian dibandingkan ketika masih
mcniadi Iliro Hl.lln3s. anggaran untuk'  . B i i l i  k f l r u ' n " s a r  r c  - h  n r c . g " l . r n
pcningkalan. Namuo denjkian apabi la
diukur dcngan tunlulan kcbutuhan publik
aken pcrccpatan intbrmasj.  kemajuan
r € k n o l o g i  i n l o r m a s i ,  s c r l a  p c s e l n y a
pcrtumbuhan media sosial, anggaran yang
tersedia untuk progra.n kchumasan mftih
Lrr"ng. l tcrb..rgai  progrdrn mdJpun l ' incr jJ
yang sudah dilakukan olch Pcmc nlah
ProvinsiDKI lakalta untuk \\'arganya belum
s c p c  r h n y a  d i i n l b f m a s i k a n  k e p a d a
rnir syal akal
5. PeDlbcrdalaar SDM kchumasan pasca
reorganisasi  di  Diskominfomas belum
dilaksanakan sec:ua naksimal. Perrana,
SDM kchumasan masih glre, d jberjkan oleh
Biro Orlela.  Na1nun, latar bclakang
pendidikantelah saat ini telah sesuai dengan
kebutuhan, yaitu bcrasal dari bidang
komunjkasi. Bahkan, meskipun meJalui
proscs yang lidak mudah, humas memiliki
SDM dengan latar belakangmedta. Kedud.
l u r d n ! I l a  n e r d i d i k a n  k e " u r ' . r , d r  b d g i
pcningkatan Lualilas SDM yang ada d1
Iliskominfomas. Hal ini terkail dengan tid.*
disediakannya materi kehumasdn di Badan
Litbang Pcmprov DId Jakarta baik untuk
pclatilai atau pcndidikan pcnicnjaigan.
l'el€d, SDM kehumasan yang ada di
I) iskonrinfomas dan merupakan'oran8
lrm:. .  Jrk rJaprt  rJ na(.r 'nat l ,an lung'  n1:r
karena eros ker ja,  serta kurangnya
p c m a h a m a n  d a n  k e s e m p a t a n
ircngembangkan diri ketika di Biro Humas.
3.2,Saran danRekomcndasi
Saran yang dapat disampaikan denganhasil studi
Pcnberdavaan Humas Pemerintah khususnya di
Pemprov I)KI Jakarta scsuai dengan kesimpulan
diatasadalah:
l. Meningkatkan status Humas Pemprov DKI
JalGrta Lhrsusnya dan Humas pemerintah
unumnya menjadi iabatan eselon I I .
sebingga berimplikasi pada peningkatan
anggamn dan pelaksanaan program kegiatan
sesuai dengan dinamika perkembangan
masyafakat,
2. Sccara intemal penjngkatan kualitas Sumber
Daya Manusia sebagai motor penggemk
organisasi Hirmas Pemprov DKI Jakarta
perlu mendapat pcr'fu1tian sepenuhtya darl
pl1l]pinan lerlinggi. Secara ektemal, dengan
penguatan slruklur organisasi akan
bcrkorclasi dengan krcdibi l i tas dalem
pencirraan lcmbaga. Disini lah humas
ul
sebaiknya memiliki think-tank unt|uk
meningkatl€n kualitas SDM kehurnasan dan
melakukaD strategi kehumasan agar
pelayanan ;nformasi kcpada publil juga
dapat ditingkatkan.
3. Ifujian penelitian tentang pemberdayaan
humas pemerintah disarankan untuh lebih
ditingkatkar lagi dengan p€nelitian lebih
lanjut, karena meDyadad bahwa di era
reformasi birokrasi dan mewtausahakan
birokasi, kajian tentang efektifltas humas
pemerintal sangat kurang. Oleh karena itu,
humas sebagai pelayan publik di pemerintah
memerlukan peningkatan peran dan
fungsinya berdasarkan kajian-kajian atau
penelitian iLniah yang dapat memb€rdyakan
hurnas itu sendiri.
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